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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada 
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman 
transliterasi tersebut adalah : 
1. Konsonan 
 Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf 
serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin 
adalah sebagai berikut:   
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif 
Tidak 
dilambangkan  
Tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث Ṡa Ṡ 
Es (dengan titik di 
atas) 
ج Jim J Je 
ح Ḥa Ḥ 
Ha (dengan titik di 
bawah) 
خ Kha Kh Ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Żal Ż 
Zet (dengan titik di 
atas) 
ز Ra R Er 
ش Zai Z Zet 
ix 
 
ض Sin S Es 
ش Syin Sy Es  dan ye 
ص Ṣad Ṣ 
Es (dengan titik di 
bawah) 
ض Ḍad Ḍ 
De (dengan titik di 
bawah) 
ط Ṭa Ṭ 
Te (dengan titik di 
bawah) 
ظ Ẓa Ẓ 
Zet (dengan titik di 
bawah) 
ع „ain …‟… Koma terbalik di atas 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Ki 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
و Mim M Em 
ن Nun N En 
و Wau W We 
ي Ha H Ha 
ء 
Hamz
ah 
...ꞌ… Apostrop 
ي Ya Y Ye 
    
 
 
x 
 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama 
Huruf 
Latin 
Nama 
 Fathah A A 
 Kasrah I I 
 Dammah U U 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transiterasi 
1. ةتك Kataba 
2. سكذ Żukira 
3. ةهري Yażhabu 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu : 
Tanda 
dan 
Huruf 
Nama Gabungan 
Huruf 
Nama 
ي...أ 
Fathah dan 
ya 
Ai a dan i 
و...أ 
Fathah dan 
wau 
Au a dan u 
 
xi 
 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. فيك Kaifa 
2. لىح Ḥaula 
 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 
huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut : 
Harakat 
dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
ي...أ 
Fathah dan 
alif atau ya 
Ā 
a dan garis di 
atas 
ي...أ 
Kasrah dan 
ya 
Ī 
i dan garis di 
atas 
و...أ 
Dammah 
dan wau 
Ū 
u dan garis di 
atas 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لاق Qāla 
2. ميق Qīla 
3. لىقي Yaqūlu 
4. يمز Ramā 
 
 
 
 
xii 
 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu : 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau 
dammah transliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/. 
c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah 
maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لافطلأا ةضوز Rauḍah al-aṭfāl  
2. ةحهط Ṭalḥah 
 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini 
tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama 
dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. اّىتز Rabbanaa 
2.  َل ََّصو Nazzala 
 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam bahasa Arab dila mbangkan dengan huruf yaitu  
لا. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata 
sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti 
oleh huruf Qamariyyah. 
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Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan 
sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan 
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan  kata sandang 
yang diikuti leh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesua dengan aturan yang 
digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf 
Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti 
dan dihubungkan dengan kata sambung. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. مجّسنا Ar-rajulu 
2. للاجنا Al-Jalālu 
 
7. Hamzah 
Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di 
akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena 
dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini : 
 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. مكأ Akala 
2. نورخأت Taꞌkhużūna 
3. عىنا An-Nauꞌu 
 
8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, 
tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku 
dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan 
permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka 
xiv 
 
yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal 
atau kata sandangnya. 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut 
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, 
maka huruf kapital tidak digunakan. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 حمام وملىسزلاإ د  Wa mā Muḥammdun illā rasūl 
 
 بز للهدمحنا
هيمناعنا 
Al-ḥamdu lillahi rabbil ꞌālamīna 
 
 
9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata baik fi‟il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. 
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan 
maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua 
cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 
 ىهن الله نإو
هيقشاسناسيخ 
Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin 
/ Wa innallāha lahuwa khairur-
rāziqīn 
 
 ميكنا اىفوأف
ناصيمناو 
Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / 
Fa auful-kaila wal mīzāna 
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ABSTRAK 
 
S.Rio Kresno Pambudi, NIM: 152.131.035 “SANKSI PIDANA 
TERHADAP PARA PELAKU DALAM KASUS PELACURAN ANAK 
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF”. Latar 
belakang penulis melakukan penelitian terkait sanksi pidana yang di berikan 
kepada pelaku mucikari dan konsumen tindak pidana Pelacuran Anak menurut 
Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam. Terkait dengan hal tersebut, aparat 
penegak hukum terkesan kurang tegas dalam menjatuhkan sanksi pidana. Didalam 
hukum Positif dalam kasus Pelacuran Anak. Banyak kasus pelacuran pengguna 
jasa layanan seksual tidak dipidana sedangkan mucikari dipidana namun dengan 
hukuman yang sangat ringan. Dalam hal ini, penulis ingin meneliti lebih dalam 
mengenai sanksi yang di berikan kepada mucikari dan konsumen dalam kasus 
pelacuran ini Juga persamaan dan perbedaan sanksi pidana bagi para pelaku 
Pelacuran Anak perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif. 
Sedangkan metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah 
Komperatif yang dilakukan dengan melihat referensi penelitian ini dari buku-
buku, jurnal, penelitian, skripsi, Kitab Undang-Undang Hukum pidana, peraturan 
daerah dan Hukum Pidana Islam. Hasil peneltian ini menunjukan bahwa, sanksi 
terhadap Para Pelaku Pelacuran Anak merupakan kejahatan yang di atur dalam 
pasal 284, 296, dan 506 KUHP, UUTPPO No. 21 Tahun 2007 Tentang Tidak 
Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 59 Nomor 
35 Tahun 2014 perubaha atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 dan Hukum Pidana 
Islam sesuai dengan Keterangan para „jma ulama adalah jarimah Ta‟zir bagi 
pelaku Pelacuran Anak serta jarimah zina bagi pelaku zina. Semua aturan di atas 
memiliki sanksi yang jelas bagi para pelaku pelacuran yaitu sanksi pidana penjara 
atau denda serta cambuk maupun rajam. Persamaan dari semua hukum di atas 
adalah dari segi sanksinya yaitu member sanksi sesuai peraturan yang berlaku. 
Sedangkan perbedaan dari semua antara satu dengan yag lain adalah terkait sifat 
sanksi yang diberikan  terhada pelaku-pelaku pelacuran anak serta kualitas sanksi 
yang berbeda-beda sesuai dengan jenis dan macamnya. 
Kata kunci : Sanksi, Pelaku dan Pelacuran Anak 
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ABSTRACT 
 
S.Rio Kresno Pambudi, NIM: 152.131.035 “ CRIMINAL PENALTY 
TOWARDS THE SUBJECTS OF CHILDREN PROSTITUTION 
CASESACCORDING TO THE PERSPECTIVE OF ISLAM CRIMINAL 
LAW AND POSITIVE LAW”. This research was accomplished based on the 
issue of children prostitution cases which were recently evolving in certain areas. 
According to the background, the researcher composed this thesis to acknowledge 
the criminal penalty towards the subjects and also to discuss the equity and the 
variance of Children Prostitution Criminal Act according to the Positive Law and 
Islam Criminal Law.. 
The method used in this research is Comparative Method which is done by 
observing the references through books, journals, researches, thesis, Criminal 
Code, local regulations, and Islam Criminal Law. The result of this research 
indicates that penalty towards the subject of the children prostitution belongs to 
felony which is regulated in the section 284, 296, and 506 of The Criminal Code, 
The Local Regulation of Special Capital District of Jakarta No. 8 of 2007 about 
Public Order, The Local Regulation of Surakarta No. 3 of 2006 about Eradiction 
of Immoral People, section 27 subsection (1) of LawNo. 11 of 2008 about 
Information and Electronic Transaction, section 4 subsection (1) and (2) of Law 
No. 44 of 2008 about Pornography and Islam Criminal Law according to the 
concensus of the ulema which decides jarimah ta‟zir for the subject of children 
prostitution and jarimah adultery for the subject of adultery. All of those 
ordinances have clear penalty for the subject of prostitution i.e. imprisonment or 
fine, caning or stoning law. The equity of all those ordinances above is observed 
from the penalty, which is giving a penalty based on the applicable law, while the 
variance from one to another is related to the nature of the penalties given to the 
subjects of the children prostitution and the quality of the penalties which 
isdifferent based on the types and kinds. 
Keywords: Penalty, subject, children prostitution 
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BAB I 
A. Latar Belakang Masalah 
Sebagai mana yang telah kita semua ketahui, manusia merupakan 
makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, setiap manusia memerlukan 
pihak lain untuk melangsungkan hidupnya, menurut H. Booner (dalam 
bukunya Social Psychology) menyatakan bahwa: “Interaksi sosial adalah 
hubungan antar dua individu atau lebih, di mana kelakuan individu yang 
satu mempengaruhi, mengubah, atau memperbaiki kelakuan individu yang 
lain atau sebaliknya.”1 
Statement di atas menunjukkan kepada kita bahwa setiap manusia 
memiliki potensi untuk terus belajar dan ini adalah anugerah terbesar yang 
dititipkan Sang Pencipta kepada setiap manusia. Proses belajar pada diri 
manusia dapat terjadi baik itu melalui proses yang disadari ataupun dalam 
proses di bawah alam sadar, itulah bukti kecerdasan tubuh manusia yang 
dapat merespons setiap apapun yang terjadi pada lingkungannya. 
Tentunya, harapannya adalah setiap interaksi sosial dan hubungan antar 
dua individu atau lebih, di mana kelakuan individu yang satu akan 
mempengaruhi, mengubah, atau memperbaiki kelakuan individu yang lain 
atau sebaliknya ke arah yang lebih positif dan mendatangkan manfaat 
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 Meilanny Budiarti S, “Mengurai Konsep Dasar Manusia Sebagai Individu Melalui 
Relasi Sosial Yang Dibangunnya,” Prosiding Ks: Riset & Pkm, (Bandung) Vol. 4 Nomor 1, 2017, 
hlm. 10”Jurnal Huk 
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kepada perubahan dan peradaban manusia yang lebih baik dari masa ke 
masa, tidak sebaliknya.
2
 
Perkembangan kehidupan sehari hari, manusia tidak selamanya 
berjalan dengan baik sesuai yang di harapkan. Manusia dalam 
kehidupannya sering menemui kendala-kendala yang membuat mereka 
merasa kecewa dan tidak menemukan jalan keluar sehingga memilih 
langkah yang kurang tepat dalam menjalani hidupnya. Terkadang juga 
dilakukan tindakan-tindakan yang menyalahi norma dan aturan yang 
berlaku dalam masyarakat.  
Masyarakat dewasa ini bukan hanya kaum laki-laki yang berusaha 
bekerja untuk memenuhi kebutuhan baik pribadi maupun keluarganya. 
Banyak diantara kaum perempuan memutuskan untuk terjun secara 
langsung dalam usaha memperbaiki kehidupan pribadi dan keluarganya 
terkhusus dalam bidang ekonomi.  Upaya mencari penghasilan untuk 
sekarang ini tidaklah mudah karena lapangan kerja yang sangat terbatas 
disamping tingkat pendidikan yang sangat rendah. Dengan tingkat 
pendidikan yang rendah dan tidak adanya keterampilan yang mereka 
miliki menyebabkan mereka mencari jenis pekerjaan yang dengan cepat 
menghasilkan uang. Salah satu jalan pintas dalam perjalanan hidup 
seorang perempuan akibat cobaan-cobaan hidup yang berat dirasakan, 
perempuan tersebut terjun dalam dunia pelacuran.
3
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 Dewa Hadi Kalfihim, sekripsi: “Tinjauan Kriminologis Terhadap Praktik Prostitusi Di 
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Pelacuran juga terdapat beberapa pihak yang erat hubungannya dan 
saling mempengaruhi satu sama lain dan menjadi satu mata rantai yaitu 
pekerja seks komersial (PSK) atau pelacur, mucikari atau germo dan 
pengguna. Seorang pelacur tidak dapat bekerja apabila tidak ada 
konsumen yang membutuhkan jasa dari pelacur dan mucikari yang 
mengatur pertemuan di antara keduanya. Kebutuhan hidup manusia 
menjadi salah satu penyebab timbulnya pelacuran anak. Alasan 
perekonomian seolah-oleh menjadi alasan pembenar bagi para pelaku 
untuk melakukan kegiatan prositusi.
4
 
Jika ditinjau dari faktor-faktor penyebab seseorang melakukan 
tindak pidana penyediaan tempat hiburan sebagai sarana prostitusi, maka  
masalahnya terletak pada faktor ekonomi dan faktor sosial. Pelacuran anak 
di bawah umur merupakan tindakan mendapatkan atau menawarkan jasa 
seksual dari seorang anak yang belum mencapai 18 tahun  oleh seorang 
atau kepada orang lain dengan imbalan uang atau imbalan lainnya. Akibat 
himpitan ekonomi di tambah kurang keperhatian pemerintah yang 
mengakibatkan munculnya mafia pelacuran berkedok penyaluran jasa 
penyaluran tenaga kerja dan tidak sedikit orang yang terjerumus kedalam 
hal ini.  
Menurut kacamata penulis, gaya hidup mewah dan 
mengedepankan reputasi dihadapan manusia lain menjadi salah satu factor 
pendorong dimana seseorang memilih jalan pintas untuk mendapatkan 
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 Fathiya Rizza Amalia,Skripsi: “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyedia Sarana Pratik 
Prostitusi”, (Makassar: Uiversitas Hasanudin Makassar,2015), Hal.1 
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kepuasan batin yang ia inginkan. Salah satunya adalah dengan jalur 
pelacuran. Pelacuran tidak hanya identik dengan nilai moral dari 
pelakunya, tetapi dari segi medis juga menimbulkan penyakit kulit dan 
kelamin salah satunya adalah HIVAIDS yang dapat menular kepada bayi 
dalam kandungan.
5
 
Adapun bisnis illegal pelacuran yang berkedok jasa penyaluran 
tenaga kerja, wanita pemandu karaoke, pijat dan lainya yang mengatas 
namakan bisnis/jasa yang di dalamnya ternyata pelacuran anak. Di ambil 
dari keterangan salah satu menager  atau pun pimpinan salah satu 
perusahaan bisnis tersebut sangat menguntungkan tidak bakalan merugi. 
Tergantung cara pengelolaannnya. Tidak sampai di sini sanja mereka juga 
memasok gadis-gadis di bawah umur guna di pekerjakan di tempat 
tersebut yang sebenarnya sebagai pelacur. 
 Menurut data yang didapat, diperkirakan, 30 persen pelacur atau 
pekerja seks komersial (PSK) di Indonesia dijalani oleh anak-anak di 
bawah umur.
6
 Surjadi juga mengungkapkan, persebaran pelacur anak di 
bawah umur hampir merata di tiap daerah. Mereka mudah ditemukan di 
kantong-kantong kemiskinan. Karena itu, pemerintah daerah bertanggung 
jawab untuk menekan jumlah anak yang dieksploitasi menjadi pelacur. 
Pemerintah daerah harus melindungi anak-anak, utamanya yang putus 
sekolah, agar tidak dieksploitasi. Menurutnya, Eksploitasi Seks Komersial 
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 Luthfia Ayu Azanella, "HIV/AIDS dalam Angka: 36,9 Juta Penderita, 25 Persen Tak 
Menyadarinya", Kompas.com , 1 Desember 2018 
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Terhadap Anak (Eska) terjadi dalam tiga hal; Yakni, prostitusi, 
perdagangan anak (trafficking), dan pornografi. Ia mengatakan, Eska 
bukan hanya masalah moral, tapi masalah sosial. Anak-anak itu 
melacurkan diri atau dipaksa melacurkan diri karena desakan ekonomi
7
 
       Dalam situasi nasional hasil penelitian mengenai kekerasan seksual 
oleh Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan 
Sosial Yogyakarta (B2P3KS) Kementrian Sosial bekerja sama dengan 
dengan End Child Prostitution, Child Pornography & Trafficking of 
Children For Sex Purposes (ECPAT) Indoneisa pada tahun 2017, 
penelitian di lakukan di Jakarta Timur, Magelang, Yogyakarta, Mataram 
dan Makassar.  
Penelitian yang dilakukan terhadap 49 anak yang mengalami 
kekerasan seksual, lebih dari 50 % kasus kekerasan anak dilakukan oleh 
anak, pelaku kekerasan seluruhnya berjenis kelamin laki-laki dengan rata-
rata usia 16 tahun, 67% kekerasan seksual dilakukan oleh pelaku dengan 
paksaan, 30% bentuk kekerasan yang dilakukan berupa sentuhan/rabaan 
organ sensitif dan 26% hingga hubungan badan, 30,56% tempat terjadinya 
kekerasan seksual diantaranya di rumah teman dan 19, 4% dirumah 
korban, 87 % pelaku dan korban saling mengenal, korban kekerasan 
seksual rentang usia 5-17 tahun, karakteristik korban sebanyak 35,44% 
bersifat pendiam, cengeng dan pemalu, 24,05% bersifat hiperaktif dan 
bandel, 3,92% senang berpakaian minim, karakteristik sosial ekonomi 
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keluarga pelaku dan korban 55% merupakan keluarga yang didampingi  
dua orangtua, dan 45% merupakan keluarga cerai/meninggal.
8
 
       Data Yayasan Kakak, organisasi yang bekerja untuk perlindungan 
anak dari kekerasan dan eksploitasi seksual di Jawa Tengah, menunjukan 
bahwa sejak tahun 2013, sekitar 50% korban yang ia tangani adalah anak 
usia di bawah 15 tahun. Padahal sebelumnya korban berusia di atas 16 
tahun atau usia SMA. Sementara itu, APPS Sragen telah menangani 222 
kasus kekerasan seksual pada anak seperti pencabulan, pemerkosaan, 
pornoaksi, dan trafficking dalam kurun waktu 10 tahun, juga mencatat tren 
pergeseran usia korban yang semakin muda. Jika sebelumnya rata-rata usia 
pencabulan dan pemerkosaan (kehamilan) dialami anak usia SMA/SMK, 
kini semakin banyak di dominasi usia SMP,SD, dan bahkan usia pra-
sekolah.
9
 
Dengan melihatnya data pelacuran anak di bawah umur di sebagian 
kota yang di sebutkan peneliti terdahulu. Cukup sulit bagi pemerintah 
dalam menentukan sanksi yang dapat di berikan kepada para pelacur di 
bawah umur dan para konsumen dalam kasus ini. Maka di butuhkan peran 
serta masyarakat, orang tua dan pihak dari pemerintah terkait untuk terjun 
langsung di dalam penanganannya. Namun bagaimanapun juga keefektifan  
hukum tersebut harus seirimg sejalan dengan kepatuhan masyarakat 
kepada hukum sebagaimana mestinya. Karena di dalam pihak Penegak 
Hukum pun akan merasakan kesulitan ketika di lapangan dalam 
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pemberantasan permasalahan pelacuran anak tersebut, baik dalam 
penanganannya maupun berupa pemberian sanksi ataupun dalam 
penanganannya tanpa adanya dukungan dari seluruh masyarakat, orangtua 
dan jajaran pemerintah Penegak Hukum khususnya dalam kasus pelacuran 
anak di bawah umur. 
Ditengah upaya mewujudkan kesejahteraan anak Indonesia, kita 
dihadapkan dengan banyaknya masalah kesejahteraan sosial anak beberapa 
tahun terakhir ini, sekalipun sulit didapatkan data yang akurat dan 
terbaru.
10
 Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan 
penelitian dalam betuk proposal skripsi yang berjudul “Sanksi Pidana 
Terhadap Kasus Pelacuran Anak Perspektif Hukum Islam dan Hukum 
Positif”. 
B. Rumusan Masalah  
Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini dapat 
dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut : 
1. Bagaimana sanksi pidana yang diberikan terhadap para pelaku dalam 
kasus pelacuran anak di bawah umur, menurut hukum Islam dan 
hukum positif ? 
2. Bagaimanakah perbandingan hukum antara Hukum Islam dan 
Hukum Positif mengenai sanksi pidana bagi Mucikari dan Pengguna 
Jasa Pelacuran Anak? 
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C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini, maka 
penulisan penelitian ini bertujuan untuk : 
1. Untuk mendeskripsikan bentuk sanksi pidana pelaku tindak pidana 
Pelacuran dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif. 
2. Untuk menganalisis saksi hukuman kemudian membandingkan  
antara Hukum Islam dan Hukum Positif mengenai sanksi pidana 
bagi Mucikari dan Pengguna Jasa Pelacuran Anak. 
D. Manfaat Penelitian  
1. Manfaat Teoritis 
Secara teoritis, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberikan 
sumbangsih khazanah keilmuan, khususnya dalam tindak pidana 
pelacuran anak yaitu pelaku,mucikari dan pegguna jasa pelacuran anak 
menurut prespektif hukum positif dan hukum pidana Islam. Serta dapat 
dijadikan referensi atau paduan bagi para peneliti selanjutnya dalam 
memahami tindak pidana anak menurut prespektif hukum positif dan 
hukum pidana Islam.  
2. Manfaat Praktis 
Secara praktis, peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan 
manfaat dan kegunaan bagi masyarakat, instansi pemerintah serta 
penegak hukum dalam memahami tindak pidana pelacuran anak  
menurut prespektif hukum positif dan hukum pidana Islam, sebagai 
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sarana untuk menjunjung penegakan hukum suapaya adanya perbaikan 
di dalam konteks hukum pidana. 
E. Kerangka Teori  
1. Penngertian Sanksi Pidana 
    Sanksi pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab 
adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena 
akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena 
hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi pidana merupakan suatu jenis 
sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap 
perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat 
mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana 
pada dasarnya merupakan satu penjamin untuk merehabilitasi perilaku 
diri pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana 
diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.
11
  
2.  Pengertian Anak 
  Pengertian anak  Secara umum dikatakan anak adalah 
seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan 
dengan seorang laki-laki dengan kata lain tidak mengenyampingkan 
bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah 
melakukan pernikahan tetap dikatakan anak. Anak sebagai pelaku 
pekerja sex komersial yaitu suatu kegiatan yang dilakukan seseorang 
anak dengan mengharapkan imbalan berupa uang dan sebagainya, yang 
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biasanya diberikan setelah melakukan pekerjaannya, dan dilakukan 
secara terus menerus. Tindakan pelacuran dapat dilihat pada orang- 
orang yang telah dewasa maupun anak-anak.
12
 Dikatakan anak sebagai 
pelaku di sini penulis menfokuskan kepada anak perempuan. 
Namun disini tidak ada satupun ketentuan hukum yang melarang 
anak dibawah umur pelacuran. Penjelasan dalam UU RI Nomor 23 
Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang di perbarui menjadi UU 
Nomor  35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat 2, 12, 
dan 15 jo a berbunyi ; 
(1). Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun, 
termasuk anak yang masih dalam kandungan. 
(2). Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan 
melindungi Anak dan Hak-Haknya agar dapat hidup, tumbuh, 
berkembang dan berpatisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan 
martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan 
diskriminasi  
(12). Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, 
dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, 
negara, pemerintah, dan pemerintah daerah 
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Neng Djubaedah, Pornografi pornoaksi Ditinnjau Dari Hukum Islam. (Jakarta : Prenada  
Media, 2003), cet. ke-2., hlm. 184.   
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(15a) Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat 
timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, 
dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, 
pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. 
 
3. Pengertian Pelacur dan Pelacuran 
  Pelacur adalah seorang yang menjual jasanya untuk melakukan 
hubungan seksual demi uang atau disebut pelacur. Pelacur sebutan yang 
diperhalu menjadi PSK selain itu ada pula sebutan wanita tunasusila yang 
juga mengacu pada layanan seks komersial. Sedangkan pelacuran adalah 
seseorang yang melakukan hubungan seksual demi mendapatkan imbalan 
yang dilakukan secara kemauaan sendiri ataupun melewati perantara 
seseorang atau mucikari. Dan juga pengertin Pelacuran anak adalag 
pelacuran yang di lakukan oleh anak atas dasar kemauaanya sendiri 
maupun dorongan dari orang lain atau perantara mucikari. Adapun 
pelacuran pada dasarnya terbagi menjadi dua jenis, antara lain; 
13
 
1.    Pelacuran yang terdaftar dan memperoleh perizinan dalam bentuk 
(lokalisasi) dari pemerintah daerah melalui Dinas Sosial dibantu 
pengamanan kepolisian dan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan. 
Pada umumnya mereka di lokalisasi suatu daerah / area tertentu. 
Penghuninya secara periodik harus memeriksakan diri pada dokter 
atau petugas kesehatan dan mendapatkan pelayanan kesehatan berupa 
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: PT Bulan Bintang, 2003), hlm. 74 
12 
 
 
 
pengobatan seperti pemberian suntikan untuk menghindari penyakit-
penyakit berkenaan dengan prostitusi. 
2.   Pelacuran yang tidak terdaftar di lokalisasi. Akan tetapi menawarkan 
diri melalui perantara media online. 
             Faktor Penyebab Terjadinya Pelacuran Anak Dibawah Umur.  
Pada zaman sekarang model- model pelacuran mempunyai banyak variasi 
meskipun tidak sama persis, tetapi motifnya hampir sama yaitu motif 
ekonomi, mencari kesenangan sesaat atau melampiaskan nafsu dan 
menunjukan harga diri.
14
 
              Hukum Pidana Islam Tentang Zina dan Pencabulan Dalam Teori 
Haddan Ta‟zir.  Konsep jinayah berasal dari kata jana, yajni yang berarti 
kejahatan pidana, atau kriminal. Jinayah adalah perbuatan yang 
diharamkan atau dilarang karena dapat menimbulkan kerugian atau 
kerusakan agama, jiwa, akal, dann harta benda. Adapun hukum pidana 
islam atau jinayah adalah hukuman pidana yang ada dalam lingkup hukum 
islam, terjemahan dari konsep „uqubah, jarimah, dan jinayah.15 
               Pengertian yang dikemukakan oleh Abdul-Qadir „Audah sejalan 
dengan yang dikemukakan oleh pemikir lain, seperti Sayyid Sabiq, 
menyatakan bahwa jinayah adalah semua perbuatan yang diharamkan, 
yaitu perbuatan yang diberi peringatan dan dilarang oleh syari‟ Al-Quran 
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Mustofa Hasan dan Beni Ahmad S., Hukum Pidana Islam (FIQH JINAYAH), 
(Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hlm. 13 
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dan As-Sunnah) karena akan mendatangkan kemadharatan pada agama, 
jiwa, akal, dan kehormatan.
16
 
 Hukuman dalam Islam dapat dikelompokkan dalam beberapa jenis, 
hal ini dapat di perinci sebagai berikut: 
1. Hukuman pokok, yaitu yaitu hukuman yang diterapkan secara definitif, 
artinya hakim hanya menerapkan sesuai dengan apa yang telah 
ditentukan oleh nash. Dalam fiqh jinayat hukuman ini disebut sebagai 
jarimah hudud. 
2. Hukuman pengganti, yaitu hukuman yang diterapkan sebagai 
pengganti, karena hukuman pokok tidak dapat diterapkan dengan 
alasan yang syah. Seperti qisash diganti dengandiyat, dandiyat diganti 
dengan dimaafkan. 
3. Hukuman tambahan, yaitu suatu hukuman yang menyertai hukuman 
pokok tanpa adanya keputusan hakim tersendiri, misalnya bagi pelaku 
qazf, hak persaksian hilang, dan bagi pembunuh, hak pewarisan hilang. 
4. Hukuman Pelengkap, yaitu tambahan hukuman pokok dengan melalui 
keputusan hakim tersendiri, misalnya pencuri, selain di potong tangan 
juga diberi tambahan dengan dikalungkan tangan dilehernya.
17 
F. Tinjauan Pustaka 
Berbicara mengenai Pelacuran, sudah ada skripsi dan buku-buku 
atau penelitian yang membahas tentang pelacuran dan penanganannya. 
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Misalnya, pada pembahasan sebelumnya dari pelacakan karya ilmiah 
Mahasiswi (skripsi) di Fakultas Syari‟ah dan Hukum terdapat skiripsi yang 
ditulis oleh Annisa Tri Hapsari dengan skripsinya yang berjudul 
“Pelacuran Anak di Bawah Umur Menurut Hukum Positif  Dan Hukum 
Islam”  pembahasan skripsi tersebuit mengenai latar belakang dari 
permasalah pelacuran anak dibawah umur dan sanksi yang diberikan. 
Jurnal Hukum dan Pembangunan karya Arya Mahardka Pradana 
yang berjudul Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Prostitusi Dan 
Pertanggungjawaban Pidana Para Pihak Yang Terlibat Dalam Prostitusi. 
Jurnal ini merupakan salah satu referensi bagi penulis dalam melakukan 
penelitian. Jurnal ini berisi pembahasan mengenai pertanggungjawaban 
pidana bagi para pihak yang terlibat dalam prostitusi yang mana ditinjau 
dari sudut pandang hokum positifnya saja. hanya saja yang menjadi 
pembeda adalah penelitian yang dilakukan oleh peneliti tidak hanya 
menekankan pada hukum pidana positifnya saja namun juga hukum 
pidana islamnya bagi para pelaku pelacuran terfokuskan kepada mucikari 
dan pengguna jasa. 
Penelitian Skripsi karya Fathiya Rizza Amalia, Dari Uiversitas 
Hasanudin Makassar yang berjudul Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak 
Pidana Penyedia Sarana Pratik Prostitusi. Penelitian ini menjadi salah satu 
referensi bagi penulis untuk mengadakan penelitian, hanya saja yang 
menjadi pembeda adalah penelitian yang dilakukan oleh peneliti tidak 
hanya menekankan pada hukum pidana positifnya saja namun juga hukum 
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pidana islamnya bagi para pelaku pelacuran terfokuskan kepada mucikari 
dan pengguna jasa. 
Dari uraian diatas, sudah ada literatur yang membahas tentang 
pelacuran secara umum. Untuk itu disini penulis membedakan serta lebih 
memfokuskan penulisan skripsi mengenai ”Sanksi Pidana Terhadap Para 
Pelaku Terfokuskan Terhadap Mucikari dan Konsumen (Pengguna Jasa) 
Dalam Kasus Pelacuran Anak Perspektif Hukum Pidana Islam Dan 
Hukum Positif. 
G. Metedologi Penelitian  
1. Jenis Penelitian  
Berdasarkan masalah yang dikemukakan diatas, penelitian ini 
termasuk dalam penelitian kualitatif dengan banyak menggunakan data 
kepustakaan (Libraryresearch), sebab penelitian ini dilakukan pada   
buku – buku dan sumber – sumber lain yang tertulis.18 
2. Sumber data 
Dalam hal ini sumber data dibagi menjadi dua bagian yaitu : 
a. Sumber Data Primer 
Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana 
data dapat diperoleh dari data sekunder. Sumber-sumber dari data 
sekunder penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber 
penelitian yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum 
sekunder, dan bahan hukum tersier. Adapun bahan hukum yang 
digunakan penulis adalah sebagai  
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Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 105 
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berikut :  
a. Bahan hukum primer, Al-Qur;an dan Hadist, norma atau 
kaidah dasar, dan KUHP. 
b. Bahan hukum sekunder, yaitu beberapa karya tulis 
diantaranya: Fiqh jinayah, penelitian-penelitian melalui 
skripsi dan jurnal seperti Sanksi Pidana Terhadap Para 
Pelaku Tindak Pidana Pelacuran Anak. 
c. Bahan hukum tersier, yaitu ensiklopedia.  
b. Sumber Data Sekunder  
Data sekunder dalam penelitian ini adalah jurnal sebagai 
pendukung yang membahas seputar hukum anak sebagai pelaku 
pekerja sex komersial dalam perspektif hukum positif dan hukum 
pidana islam . Data – data tersebut untuk dijadikan sebagai sumber 
pendukung keruntutan argumentasi dalam menjelaskan pelacuran 
menurut hukum positif dan hukum pidana islam. Sumber-sumber 
dari data sekunder penelitian hukum dapat dibedakan menjadi 
sumber penelitian yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum 
sekunder, dan bahan hukum tersier. Adapun bahan hukum yang 
digunakan penulis adalah sebagai  
berikut :  
a) Bahan hukum primer, Al-Qur;an dan Hadist, norma atau 
kaidah dasar, dan KUHP. 
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b)   Bahan hukum sekunder, yaitu beberapa karya tulis 
diantaranya: Fiqh jinayah, penelitian-penelitian melalui 
skripsi dan jurnal. 
c) Bahan hukum tersier, yaitu ensiklopedia. Karena penelitian 
ini termasuk penelitian kepustakaan, maka seluruh kegiatan 
penelitian dipusatkan pada kajian buku dan literature yang 
memiliki keterkaitan dengan pembahasan.
19
 
3. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah penelitian 
kepustakaan, penulis melakukan pencarian dan mengumpulkan melalui 
perpustakaan dari, lembaga, institusi, dan sejenisnya  untuk 
mendapatkan buku maupun literature yang relevan dengan pokok 
pokok bahasan.
20
  
Dari beberapa buku yanng dibaca di perpustakaan Fakultas 
Syariah, perpustakan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, 
dari sumber internet, jurnal, skripsi dan daribuku-buku di seluruh 
perpustakaan kampus lain yang berkaitan dengan skripsi ini.  
4. Teknik Analisis Data 
Peneitian ini menggunakan metode diskriptif komparatif. Metode 
deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok 
manusia suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, 
                                                          
19
Ibid,... hlm. 106. 
20
Ibid,... hlm. 107 
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ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari 
penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau 
lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta – fakta, 
sifat – sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Dalam 
metode deskriptif peneliti bisa membandingkan fenomena – fenomena 
tertentu sehingga merupakan suatu studi kompratif.
21
 
Komparatif  adalah  penelitian yang membandingkan keberadaan 
satu variabel atau lebih pada dua atau lebih sempel yang berbeda, atau 
pada waktu yang berbeda. Oleh karena itu penggunaan metode 
dekriptif komparatif dalam penelitin ini dengan membandingkan 
tindak pidana anak sebagi pelaku pekerja sex komersial menurut 
hukum positif dengan hukum pidana Islam.
22
 
H. Sistematika Penulisan 
 Sistematika penyusunan penelitian ini dalam pembahasannya 
dibagi dalam lima bab dan setiap bab dibagi dalam sub bab dengan 
perincian sebagai berikut:  
Bab I Berupa pendahuluan yang mencakup latar belakang, 
rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, 
tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematiak penulisan. 
Bab II Landasan Teori anak sebagai pelaku pekerja sex komersial 
menurut hukum Islam dan hukum Positif . Yang terdiri dari tiga sub bab. 
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Lexy J Moeleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja 
Rosadakarya,  2005), hlm. 131 
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Ibid. 
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Yang pertama, pengertian dan gambaran mengenai anak sebagai pelaku 
pekerja sex komersial. Kedua, faktor penyebab terjadinya anak sebagai 
pelaku pekerja sex komersial.Yang ketiga, dampak anak sebagai pelaku 
pekerja sex komersial. 
Bab III Gambaran umum mengenai tindak pidana menurut hukum 
Islam dan Konsep pelacuran dan anak dibawah umur menurut hukum 
Islam dan Hukum Positif. Yang terdiri dari dua sub bab. Yang pertama, 
pengertian pelacuran menurut hukum Islam dan hukum positif.Kedua, 
pengertian anak dibawah umur menurut hukum Islam dan hukum positif. 
hukum positif, gambaran umum mengenai sanksi pidana menurut hukum 
Islam dan hukum positif, dan gambaran umum mengenai pelaku dan 
korban tindak pidana 
Bab IV Pemidanaan terhadap Para pelaku pelacuran anak menurut 
hukum Islam dan hukum positif, yang terdiri dari tiga sub bab. Yang 
pertama, Pemidanaan menurut hukum Islam dan hukum positif. Yang 
kedua, pemidanaan Para Pelaku pelacuran terfokuskan terhadap Mucikari 
dan Konsumen (Penggunan Jasa). Yang ketiga, analisis penulis mengenai 
pemidanaan Terhadap Para Pelaku Pelacuran terfokuskan kepada Mucikari 
dan Pegguna Jasa kemudian membandingkan antara Hukum Pidana Islam 
dan Hukum Positif.. 
Bab V Penelitian ini diakhiri dengan bab penutup yang berisi 
kesimpulan. Kemudian diajukan dengan pemberian jawaban dari 
20 
 
 
 
permasalahan yang ada dalam penelitan melalui saran – saran dan 
penutup.  
 
 
21 
BAB II 
PELACURAN ANAK 
A. Gambaran Umum Tindak Pidana 
1. Tindak Pidana Dalam Hukum Positif.  
 Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis 
normatif) yang berhubungan dengan perbuatan yang melanggar hukum 
pidana. Banyak pengertian tindak pidana seperti yang dijelaskan oleh 
beberapa ahli sebagai berikut:
1
 
a. Menurut Vos, tindak pidana adalah kelakuan salah yang diancam oleh 
peraturan perundang-undangan, jadi suatu kelakuan yang pada 
umumnya dilarang dengan ancaman pidana.  
b. Menurut Simons, tindak pidana adalah kelakuan (handeling) yang 
diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang 
berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang 
mampu bertanggungjawab. 
c. Menurut Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang 
pelakunya dikenakan hukuman pidana.  
d. Menurut Pompe mendefinisikan tindak pidana menurut teori adalah 
suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan 
sipelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata 
hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum sedangkan menurut 
                                                          
1
 Tri Andrisman,“Hukum Pidana”, Universitas Lampung, Bandar Lampung,2007, Hlm. 
81 
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hukum positif adalah suatu kejadian yang oleh peraturan undang-
undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.  
2. Asas – Asas Hukum Pidana  
  Adapun asas-asas hukum pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana adalah sebagai berikut: 
a. Asas Legalitas, tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas 
kekuatan aturan pidana dalam Peraturan Perundang Undangan yang telah 
ada sebelum perbuatan itu dilakukan (Pasal 1 Ayat (1) KUHP). Jika 
sesudah perbuatan dilakukan ada perubahan dalam Peraturan Perundang-
Undangan, maka yang dipakai adalah aturan yang paling ringan sanksinya 
bagi terdakwa (Pasal 1 Ayat (2) KUHP) 
b. Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (Nullum delictum noella poena sine 
praevia lege poenali). Untuk menjatuhkan pidana kepada orang yang telah 
melakukan tindak pidana, harus dilakukan bilamana ada unsur kesalahan 
pada diri orang tersebut.   
c. Asas teritorial, artinya ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku atas 
semua peristiwa pidana yang terjadi di daerah yang menjadi wilayah 
teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk pula kapal 
berbendera Indonesia, pesawat terbang Indonesia, dan gedung kedutaan 
dan konsul Indonesia di negara asing (pasal 2 KUHP).  
d. Asas nasionalitas aktif, artinya ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku 
bagi semua WNI yang melakukan tindak pidana di mana pun ia berada 
(pasal 5 KUHP). 
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e.  Asas nasionalitas pasif, artinya ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku 
bagi semua tindak pidana yang merugikan kepentingan negara (pasal 4 
KUHP).  
f. Lex superior derogat legi inferiori, Peraturan perundang undangan 
bertingkat lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan 
tingkat lebih rendah, kecuali apabila substansi peraturan perundang-
undangan lebih tinggi mengatur hal-hal yang oleh undang-undang 
ditetapkan menjadi wewenang peraturan perundang-undangan tingkat lebih 
rendah  
g. Lex specialis derogat legi generalis, Asas ini mengandung makna, bahwa 
aturan hukum yang khusus akan menggesampingkan aturan hukum yang 
umum. Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam asas Lex 
specialis derogat legi generalis:   
1) Ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum 
tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum 
khusus tersebut. 
2) Ketentuan-ketentuan lex specialis harus sederajat dengan ketentuan 
lex generalis (undang undang dengan undang-undang).  
3) Ketentuan-ketentuan lex specialis harus berada dalam lingkungan 
hukum (rezim) yang sama dengan lex generalis. Kitab Undang-
Undang Hukum Dagang dan Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata sama-sama termasuk lingkungan hukum keperdataan.  
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h. Asas lex posterior derogat legi priori, aturan hukum yang lebih baru 
mengesampingkan atau meniadakan aturan hukum yang lama. Asas lex 
posterior derogat legi priori mewajibkan menggunakan hukum yang baru. 
 Menurut Moeljatno, jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar dasar 
tertentu, antara lain sebagai berikut:
2
 
a. Menurut Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) dibedakan antara lain 
kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam 
Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” 
itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi 
Buku ke II dan Buku III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh 
sistem hukum pidana di dalam PerUndang-Undangan secara keseluruhan. 
b. Cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (Formeel 
Delicten) dan tindak pidana materil (Materiil Delicten). Tindak pidana 
formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang 
dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 351 
KUHP yaitu tentang penganiayaan. Tindak pidana materil inti larangannya 
adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang 
menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan 
dipidana. 
c. Dilihat dari bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak 
pidana sengaja (dolus delicten) dan tindak pidana tidak sengaja (culpose 
delicten). Contoh tindak pidana kesengajaan (dolus) yang diatur di dalam 
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 Ibid,Hlm. 47 
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KUHP antara lain sebagai berikut: Pasal 310 KUHP (penghinaan) yaitu 
sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang,  
d. Berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan 
aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk 
mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang 
berbuat. Tindak pidana dibedakan menjadi dua yaitu :  
1) Tindak pidana murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara 
formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya 
berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224,304 dan 
552 KUHP.   
2) Tindak pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya 
berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak 
aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi 
dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 
KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga bayi tersebut 
meninggal. 
 Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat diketahui bahwa jenis-jenis tindak 
pidana terdiri dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, 
tindak pidana formil dan tindak pidana materil, tindak pidana sengaja dan 
tindak pidana tidak sengaja serta tindak pidana aktif dan tindak pidana pasif.
3
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3. Unsur – Unsur Hukum Pidana  
  Pada hakikatnya setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-
unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang 
ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir 
(dunia). Menurut moeljatno yang merupakan unsur atau elemen perbuatan 
pidana adalah:
4
 
a. Kelakuan dan akibat (perbuatan). 
b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan. 
c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana. 
d. Unsur melawan hukum yang objektif. 
e. Unsur melawan hukum yang subjektif. 
 Adapun unsur-unsur tindak pidana menurut beberapa ahli antara lain 
adalah:
5
 
a. Simons, unsur- unsur tindak pidana adalah: 
1) Unsur subjektif yaitu : 
a) Orang yang mampu bertanggung jawab. Kemampuan dapat 
bertanggung jawab dapat diartikan sebagai kondisi batin yang 
nomal atau sehat dan mampunya akal seseorang dalam mebeda 
                                                          
4
 Rahman Syamsuddin, Ismail Aris. Merajut Hukum di Indonesia. (Jakarta: Mitra Wacana 
Media, 2014). Hlm. 193-19 
5
 http://digilib.unila.ac.id/7170/82/BAB%20II.pdf diakses pada 29 0ktober 2019 pukul 
13:26  
WIB. 
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bedakan hal-hal yang baik dan yang buruk. Ada dua factor untuk 
menentukan adanya kemampuan bertanggung jawab, yaitu:
6
 
i. Factor akal, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang 
diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. 
ii. Factor kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya 
dengan segala keinsyafan atas sesuatu yang diperbolehkan dan 
tidak diperbolehkan. 
b) Kesalahan (dolus atau culfa) artinya perbuatan harus dilakukan 
dengan kesalahan. 
2) Unsur objektif yaitu :  
a. Perbuatan orang; 
b. Akibat yang kelihatan; 
c. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu. 
 
b. Merger , menyebutkan unsur- unsur tindak pidana yaitu : 
1) Perbuatan dalam arti luas oleh manusia; 
2) Bersifat melawan hukum; 
3) Dapat dipertanggung jawabkan kepada seseorang; 
4) Diancam dengan pidana. 
 
  
 
                                                          
6
 Rahman Syamsuddin, Ismail Aris. Merajut Hukum…, hlm.171. 
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c. Van Hamel, unsur- unsur tindak pidana adalah: 
1) Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam UU; 
2)  Bersifat melawan hukum; 
3) Dilakukan dengan kesalahan. 
 
d. Van Baumen, unsur-unsur tindak pidana adalah: 
1) Perbuatan oleh manusia; 
2) Bersifat melawan hukum; 
3) Dilakukan dengan kesalahan 
. 
4. Unsur-unsur Tindak Pidana 
Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang 
memiliki unsur dan dua sifat yang berkaitan dibagi menjadi dua macam 
yaitu:
7
 
a. Subyektif adalah berhubungan dengan dirisi pelaku dan termasuk 
kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dihatinya. Asas hukum 
pidana menyatakan “tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan”. 
Kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh 
kesengajaan (dolus) dan kealpaan(negligence or schuld). Pada umumnya 
para pakar telah menyetujui bahwa “kesengajaan” terdiri dari tiga, yakni : 
1) Kesengajaan sebagai maksud (oogmerk); 
2) Kesengajaan dengan keinsafan pasti (opzetalszekerheidsbewustzijn); 
                                                          
7
Moeljatno. Azas-Azas HukumPidana. (Jakarta: RinekaCipta, 1993). hlm. 69 
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3) Kesengajaan keinsafan dengan keinsafan akan kemungkinan 
(dolusevantualis). 
b. Obyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang 
ada hubungannya dengan keadaan-keadaannya, yaitu dalam keadaan-
keadaan mana tindakan-tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan. 
Unsur objektif merupakan unsure dari diri sipelaku yang terdiri atas 
perbuatan manusia, berupa.: 
a) Act, yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif. 
b) Omission, yakni perbuatan pasif yaitu perbuatan yang mendiamkan 
atau membiarkan. 
c) Akibat (result) perbuatan manusia, akibat tersebut membahayakan 
atau merusak, bahkan sampai menghilangkan kepentingan-
kepentingan yang dilindungi oleh hukum, missalnya nyawa, badan, 
harta, kemerdekaan, kehormatan, dsb. 
d) Keadaan-keadaan (circumstances) pada umumnya, keadaan tersebut 
dibedakan antara lain: 
(1) Keadaan pada saat perbuatan dilakukan.  
(2) Keadaan setelah perbuatan dilakukan. 
Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum. Sifat dapat 
dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan 
sipelaku dari hukuman. Adapun sifat melawan hukum adalah 
perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan 
dengan larangan atau perintah melakukan sesuatu 
30 
 
B. Tindak Pidana Dalam Hukum Islam  
 Dari pemahaman diatas dapat dipahami bahwa Jinnayah  yaitu suatu 
tindakan yang dilarang oleh syara karena dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa, 
harta, keturunan, akal. Sebagian fuqaha menggunakan kata jinnayah untuk 
perbuatan yang berkaitan dengan jiwa atau anggota badan seperti membunuh, 
melukai, menggugurkan kandungan, dan lain sebagainya dengan demikian 
istilah fiqih jinayah sama dengan hukum pidana. Haliman dalam desertasinya 
menyebutkan yang dimaksud dengan hukum pidana dalam syariat Islam adalah 
ketentuan-ketentuan hukum syara yang melarang untuk berbuat atau tidak 
berbuat sesuatu dan pelangaran terhadap ketentuan hukum tersebut dikenakan 
hukuman berupa penderitaan badan atau harta.
8
  
 Kata jarimah dalam bahasa indonesia adalah perbuatan pidana, kata 
lain yang yang sering digunakan sebagai pandangan istilah jarimah ialah kata 
jinayah. Hanya dikalangan fuqaha istilah jarimah pada umunya digunakan 
untuk semua pelanggaran terhadap perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh 
syara’ baik mengenai jiwa, harta maupun yag lainnya.  . Di anggap sebagai 
jarimah ataupun delik  apabila perbuatan memenuhi syarat dan rukun. Adapun 
rukun jarimah dapat di kategorikan menjadi dua (2): pertama rukun umum, 
artinya unsur-unsur yang harus terpenuhi pada setiap jarimah. Kedua, unsur 
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khusus, artinya unsur-unsur yang harus terpenuhi pada jenis jarimah tertentu. 
Adapun yang termasuk dalam unsur-unsur umum jarimah adalah:
9
  
a. Unsur formil (adanya undang-undang atau nas). Artinya setiap 
perbuatan yang di anggap melawan hukum dan pelakunnya tidak 
dapat dipidana kecuali adanya nas atau undang-undang yang 
mengaturnya. 
b. Unsur materiil (sifat melawan hukum). Artinya adanya tingkah 
laku seseorang yang membentuk jarimah, baik dengan sikap 
berbuat maupun sikap tidak berbuat. Unsur ini dalam hukum 
pidana Islam disebut dengan ar-rukn al-madi. 
c. Unsur moril (pelakunya mukalaf). Artinya pelaku jarimah adalah 
orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana terhadap 
jarimah yang dilakukannya. Dalam syariat Islam unsur moril 
disebut dengan ar-rukn al-adabi. Sedangkan unsur khusus pada 
jarimah ialah unsur yang hanya terdapat pada peristiwa pidana 
(jarimah) tertentu dan berbeda antara unsur khusus pada jenis 
jarimah yang satu dengan yang lainnya.
10
 misalnya suatu 
perbuatan pencurian barang tersebut bernilai ¼ dinar, dilakukan 
diamdiam dan benda tersebut disimpan tempat yang pantas. Jika 
tidak memenuhi ketentuan tersebut, seperti barang tak berada 
dalam tempat yang tidak pantas. Nilainya kurang dari ¼ dinar atau 
                                                          
9
 Makhrus Munajat, Hukum Pidana Islam di Indonesi,( Yogyakarta : Teras, 2009), hlm 11 
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10
 Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi,Cepat & Mudah Memahami Hukum 
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dilakukan secara terang-terangan. Meskipun memenuhi unsur 
umum bukankah dinamakan pencurian yang dikenakan hukuman 
potong tangan seperti yang ditentukan dalam nash al-Qur’an, 
pelakunya dikenakan hukuman ta’zir yang ditetapkan oleh 
penguasa. Dalam hukum pidana Islam memiliki tujuan untuk 
mencegah kejahatan, yaitu:
11
 
a. Pencegahan dari aspek akidah atau iman, sebab dengan 
keimanan seseorang merasa terawasi oleh Allah swt, karena 
orang yang melakukan kejahatan apa saja di dunia disebabkan 
karena tidak memngingat Allah swt atau dengan kata lain 
imamnya tidak sedang, bersama dengannya;  
b. Pencegahan dari aspek ibadah. Ibadah yang dilakukan dengan 
baik akan berdampak pada kebaikan perilaku; 
c. Pencegahan dari segi keadilan sosial. Masyarakat pada Islam 
khususnya sudha diberi kesempatan untuk berusaha dan 
bekerja untuk memenuhu kebutuhannya dengan mencari 
pekerjaan yang halal lagi baik dan mencegah diri dari 
perbuatan yang tidak baik atau tidak halal;  
d. Pencegahan dari segi amar makruf dan nahi mungkar. Tugas 
ini menjadi kewajiban semua masyarakat Islam untuk 
senantiasa beramal makruf dan mencegah diri dari perbuatan 
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 http://eprints.walisongo.ac.id diakses pada 29 0ktober 2019 pukul: 14:57 WIB   
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keji dan mungkar. Tujuan ini menjadi hal pokok dalam 
menegakkan syariat Islam  
C. Tindak Pidana Pelacuran 
1. Pelaku Kegiatan Pelacuran Anak Dalam Hukum Positif 
Ketentuan Pasal 55 Ayat (1) KUHP dapat dirumuskan yang dimaksud 
dengan pelaku ialah “mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan 
turut serta melakukan perbuatan, dan mereka yang menganjurkan orang lain 
melakukan perbuatan”. Dapat disimpulkan bahwa pelaku adalah setiap orang 
yang  memenuhi semua unsur yang terdapat dalam perumusan tindak 
pidana.
12
 
Pelaku tindak pidana (dader) menurut doktrin adalah barang siapa 
yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana unsur-
unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP. Seperti 
yang terdapat dalam pasal 55 (1) KUHP yang berbunyi :
13
 
(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana. 
1) Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut 
serta melakukan perbuatan.  
2) Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan 
menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, 
ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana 
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  R. Soenarto Suerodibroto, KUHP dan KUHAP, Jakarta, Raja Grafindo, 2004, hlm.310 
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  http://Repository.unpas.ac.id diakses pada 15 April 2019 pukul 07:10 
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atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan 
perbuatan. 
Sebagaimana diatur dalam pasal 55 KUHP (1) diatas, bahwa 
pelaku tindak pidana itu dibagi dalam 4 (empat) golongan :
14
 
1. Orang yang melakukan sendiri tindak pidana (plager)   
Dari berbagai pendapat ahli dan dengan pendekatan praktik 
dapat diketahui bahwa untuk menentukan seseorang sebagai yang 
melakukan (plager) pembuat pelaksana tindak pidana secara 
penyertaan adalah dengan 2 kriteria:  
a. Perbuatannya adalah perbuatan yang menentukan terwujudnya 
tindak pidana. 
b. Perbuatannya tersebut memenuhi seluruh unsur tindak pidana. 
2. Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana 
(doen plager). 
Undang-undang tidak menjelaskan tentang siapa yang dimaksud 
dengan yang menyuruh melakukan itu. Untuk mencari pengertian dan 
syarat untuk dapat ditentukan sebagai orang yang melakukan ( doen 
plager), pada umumnya para ahli hukum merujuk pada keterangan 
yang ada dalam MvT WvS Belanda, yang berbunya bahwa : 
“yang menyuruh melakukan adalah dia juga yang melakukan 
tindak pidana, tapi tidak secara pribadi melainkan dengan perantara 
orang lain sebgai alat di dalam tangannya apabila orang lain itu 
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melakukan perbuatan tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggung 
jawab, karena sesuatu hal yang tidak diketahui, di sesatkan atau tunduk 
pada kekerasan” 
a. Orang lain sebagai alat di dalam tangannya. 
Yang dimaksud dengan orang lain sebagai alat di dalam 
tangannya adalah apabila orang/pelaku tersebut mempererat orang 
lain untuk melakukan tindak pidana. Karena orang lain itu sebagai 
alat, maka secara praktis pembuat penyuruh tidak melakukan 
perbuatan aktif.
15
 
b. Tanpa kesengajaan atau kealpaan 
Yang dimaksud dengan tanpa kesengajaan atau tanpa kealpaan 
adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang disuruh ( manus 
ministra ) tidak dilandasi oleh kesengajaan untuk mewujudkan 
tindak pidana, terjadinya tindak pidana bukan karena adanya 
kealpaan, karena sesungguhnya inisiatif perbuatan datang dari 
pembuat penyuruh, demikian juga niat untuk mewujudkan tindak 
pidana itu hanya berada pada pembuata penyuruh ( doen plager ).
16
 
c. Karena tersesatkan  
Yang dimaksud dengan tersesatkan disini adalah kekeliruan 
atau kesalah pahaman akan suatu unsur tindak pidan yang 
disebabkan oleh pengaruh dari orang lain dengan cara yang isinya 
tidak benar, yang atas kesalah pahaman itu maka memutuskan 
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kehendak untuk berbuat. Keadaan yang menyebabkan orang lain 
itu timbul kesalah pahaman itu adalah oleh sebab kesenjangan 
pembuat penyuruh sendiri.
17
 
3. Orang yang turut melakukan tindak pidana ( mede pleger ) 
KUHP tidak memberikan rumusan secara tegas siapa saja yang 
dikatakan turut melakukan tindak pidana, sehingga dalam hal ini 
menurut doktrin untuk dapat dikatakan turut melakukan tindak 
pidana harus memenuhi dua syarat :
18
 
a. Harus adanya kerjasama fisik; 
b. Harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain 
bekerjasama untuk melakukan tindak pidana. 
4. Orang yang dengan sengaja membujuk atau menggerakan orang lain 
untuk melakukan tindak pidana (uit lokken) syarat-syarat uit lokken:
19
 
a. Harus adanya seseorang yang mempunyai kehendak untuk 
melakukan tindak pidana. 
b. Harus ada orang lain yang digerakan untuk melakukan tindak 
pidana 
c. Cara menggerakan harus menggunakan salah satu daya upaya 
yang tersebut di dalam Pasal 55(1) sub 2e (pemberian, 
perjanjian, ancaman, dan lain sebagainya). 
d.  Orang yang di gerakan harus benar-benar melakukan tindak 
pidana sesuai dengan keinginan orang yang menggerakan. 
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Terjadinya suatu tindak pidana dalam masyarakat mengakibatkan 
adanya korban tindak pidana dan juga pelaku tindak pidana. Dimana 
dalam terjadinya suatu tindak pidana ini tentunya yang sangat 
dirugikan adalah korban dari tindak pidana tersebut.
20
 Pasal 1 ayat (2) 
Undang-Undang  Nomer 13 Tahun 2006 menyatakan bahwa korban 
adalah seseorang yang  mengalami penderitaan fisik,  mental,  dan/ 
atau kerugian ekonomi yang dakibatkan oleh suatu tindak pidana.
21
   
Dalam kasus pelacuran anak biasanya ada juga beberapa oknum 
yang terlibat seperti: 
1. Anak 
 Secara umum dikatakan anak adalah seorang yang 
dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan 
seorang laki-laki dengan kata lain tidak mengenyampingkan bahwa 
seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah 
melakukan pernikahan tetap dikatakan anak. Anak juga merupakan 
cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan asset 
bangsa, masa depan Bangsa dan Negara dimasa yang akan datang.  
  Menurut The Minimum Age Convention Nomor 138 Tahun 
1973, pengertian tentang Anak adalah seseorang yang berusia 15 
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tahun ke bawah. Sebaliknya, dalam Convention on The Right Of 
the Child tahun 1989 yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia 
melalui Keppres Nomor 39 Tahun 1990 disebutkan bahwa anak 
adalah mereka yang berusia 18 tahun ke bawah. Sementara itu, 
UNICEF mendefenisikan anak sebagai penduduk yang berusia 
antara 0 sampai dengan 18 tahun. Undang-Undang RI Nomor 4 
tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, menyebutkan bahwa anak 
adalah mereka yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. 
Sedangkan undang-undang Perkawinan menetapkan batas usia 16 
tahun.
22
 
   Menurut Hurlock (1980), manusia berkembang melalui 
beberapa tahapan yang berlangsung secara berurutan/bertahap, 
terus menerus dan dalam tempo perkembangan yang tertentu, dan 
biasa berlaku umum. Untuk lebih jelasnya tahapan perkembangan 
tersebut dapat dilihat pada uraian ini:
23
 
1) Masa Pra-lahir : Dimulai sejak terjadinya konsepsi lahir, 
2) Masa Jabang Bayi : Satu hari- Dua minggu, 
3) Masa Bayi  : Dua Minggu – Satu Tahun, 
4) Masa Anak-Anak I : 1 Tahun – 6 Tahun, 
5) Masa Anak-Anak II : 6 Tahun – 12/13 Tahun, 
6) Masa Remaja  : 12/13 Tahun – 21 Tahun, 
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7) Masa Dewasa  : 21 Tahun – 40 Tahun, 
8) Masa Tengah Baya : 40 Tahun – 60 Tahun, 
9) Masa Tua  : 60 Tahun – Meninggal 
 Untuk dapat memahami pengertian tentang anak itu sendiri 
sehingga mendekati makna yang benar, diperlukan suatu, 
diperlukan suatu pengelompokan yang dapat dilihat dari berbagai 
aspek kehidupan, yaitu aspek agama, ekonomi, sosiologis dan 
hokum:
24
 
1. Aspek Agama ; Dalam sudut pandang yang dibangun oleh 
agama khususnya dalam hal ini adalah agama islam. Anak 
merupakan makhluk yang dhaif dan mulia, yang 
keberadaannya adalah kewenangan dari kehendak Allah 
SWT dengan melalui proses penciptaan. Oleh karena anak 
mempunyai kehidupan yang mulia dalam pandangan agama 
islam, maka anak harus diperlakukan secara manusiawi 
seperti diberi nafkah baik lahir maupun batin, sehingga kelak 
anak tersebut tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia 
seperti dapat bertanggung jawab dalam mensosialisasikan 
dirinya untuk mencapai kebutuhan hidupnya dimasa 
mendatang. Dalam pengertian Islam, anak adalah titipan 
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Allah SWT kepada kedua orang tua, masyarakat bangsa dan 
negara yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai 
rahmatan lila’lamin dan sebagai pewaris ajaran islam 
pengertian ini mengandung arti bahwa setiap anak yang 
dilahirkan harus diakui, diyakini, dan diamankan sebagai 
implementasi amalan yang diterima oleh akan dari orang tua, 
masyarakat, bangsa dan negara. 
2. Aspek Ekonomi ; Dalam pengertian ekonom, anak 
dikelompokan pada golongan non produktif. Apabila 
terdapat kemampuan yang persuasive pada kelompok anak, 
hal itu disebabkan karena anak mengalami transpormasi 
financial sebagai akibat terjadinya interaksi dalam 
lingkungan keluarga yang didasarkan nilai kemanusiaan. 
Fakta-fakta yang timbul dimasyarakat anak sering diproses 
untuk melakukan kegiatan ekonomi atau produktivitas yang 
dapat menghasilkan nilai-nilai ekonomi. Kelompok 
pengertian anak dalam bidang ekonomi mengarah pada 
konsepsi kesejahteraan anak sebagaimana yang ditetapkan 
oleh UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak 
yaitu anak berhak atas kepeliharaan dan perlingdungan, baik 
semasa dalam kendungan , dalam lingkungan masyarakat 
yang dapat menghambat atau membahayakan 
41 
 
perkembanganya, sehingga anak tidak lagui menjadi korban 
dari ketidak mampuan ekonomi keluarga dan masyarakat. 
3. Aspek Sosiologis ; Dalam aspek Sosiologis, anak diartikan 
sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang senantiasa 
berinteraksi dalam lingkungan masyarakat bangsa dan 
negara. Dalam hal ini anak diposisikan sebagai kelompok 
sosial yang mempunyai status sosial yang lebih rendah dari 
masyarakat dilingkungan tempat berinteraksi. Makna anak 
dalam aspek sosial ini lebih mengarah pada perlindungan 
kodrati anak itu sendiri. Hal ini dikarenakan adanya 
keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh sang anak 
sebagai wujud untuk berekspresi sebagaimana orang dewasa, 
misalnya terbatasnya kemajuan anak karena anak tersebut 
berada pada proses pertumbuhan, proses belajar dan proses 
sosialisasi dari akibat usia yang belum dewasa. 
4. Aspek Hukum ; Dalam hukum kita terdapat pluralisme 
mengenai pengertian anak. Hal ini adalah sebagai akibat tiap-
tiap peraturan perundang-undangan yang mengatur secara 
tersendiri mengenai pengelompokan yang dapat dilihat dari 
berbagai aspek kehidupan, yaitu aspek agama, ekonomi, 
sosiologis dan hokum:
25
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2. Pelaku pelacuran (PSK) 
Pelacur adalah seorang yang menjual jasanya untuk melakukan 
hubungan seksual demi uang atau disebut pelacur. Pelacur sebutan 
yang diperhalu menjadi PSK selain itu ada pula sebutan wanita 
tunasusila yang juga mengacu pada layanan seks komersial. 
3. Pihak Pengguna Jasa  
Adalah orang yang menikmati jasa pelacuran tersebut. Dari semua 
pihak yang telah disebutkan, pihak pengguna inilah yang menjadi 
titik bagaimana bisa transaksi pelacuran ini bisa terjadi. Walaupun 
tentu pihak lain itu juga memberikan dorongan hingga terjadinya 
praktek Pelacuran ini. 
4. Mucikari atau Germo 
Mucikari atau Germo yaitu pelaku yang mata pencahariannya 
sebagai perantara atau penghubung antara PekerjaSeksKomersial 
(PSK) dengan pengguna jasa. Dalam Pasal 296 dan 506 Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), 
26
 
 
D. Faktor penyebab terjadinya pelacuran 
Penyebab terjadinya prostitusi sebagian besar di karenakan oleh 
himpitan ekonomi, namun tidak menutup kemungkinan adanya pergaulan 
bebas biasa menjadi penyebab salah satunya anak menjadi pelaku prostitusi 
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atau pelacuran. Penyebab terjadinya prostitusi juga di kaitkan dengan 
minimnya lapangan pekerjaan di suatu daerah. 
Banyak anak wanita yang terjerumus dalam pelacuran di 
latarbelakangi banyak faktor. Menurut W.A Bonger faktor yang menjadikan 
pendorong pelacuran adalah yang berasay dari faktor individual yang terbagi 
menjadi beberapa penyebab seperti ekonomi, Psikologi dan ketidaktahuan. 
Serta faktor sosial yang merupakan pengaruh dari lingkungan fisik dan 
lingkungan alam seorang wanita. Sedangkan menurut B Simandjuntak, 
motivasi seorang wanita menjadi seorang pelacur di sebabkan oleh beberapa 
faktor antara lain faktor psikologis, faktor ekonomis, faktor sosial dan faktor 
faktor lain seperti faktor pendidikan dan biologis. 
Kemudian menurut Soedjono D, ada penyebab faktor utama yang 
menjadikan wanita menjadi seorang pelacur, yakni faktor ekonomi (keinginan 
hidup mewah, kemiskinan dan lain-lain), faktor sosiologis (urbanisasi dan 
keadilan sosial), dan faktor psikologis (rasa ingin balas dendam, malas 
bekerja dan seks maniak).
27
 
Menurut Kartini Kartono dalam bukunya patologi sosial memberikan 
defenisi prostitusi atau pelacuran adalah sebagai berikut:  
1. Pelacuran merupakan peristiwa penjualan diri dengan gejala jalan 
memperjualbelikan badan, kehormatan dan kepribadian banyak orang 
untuk memuaskan nafsu-nafsu seks dengan imbalan pembayaran. 
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2. Prostitusi adalah bentuk penyimpangan seksual dengan pola-pola 
organisasi impuls/dorongan seks yang tidak wajar dan tidak teritegrasi 
dalam bentuk pelampiasan nafsu-nafsu seks tanpa kendali dengan banyak 
orang atau promiskuitas, disertai eksploitasi seks yang impersonal tanpa 
efeksi sifatnya. 
3. Pelacuran adalah perbuatan perempuan atau laki-laki dengan 
menyerahkan badannya untuk berbuat cabul secara secara seksual dengan 
mendapatkan upah.
28
 
Setiap pelacur memiliki berbagai alasan untuk menerjuni profesi 
sebagai pelacur. Untuk menelusuri latar belakang seseorang menyambangi 
pekerjaan prostitusi sangatlah sulit dimanapun, karena masalah yang 
melingkupinya sudah jelas dan saling erat berkaitan dari sebab yang satu 
kesebab yang lainnya. Namun faktor-faktor yang ada dapat dibedakan secara 
garis besarnya, diantaranya: 
 
1. Faktor Moral atau Ahlak  
a) Adanya demoralisasi atau rendahnya faktor moral, ketakwaan, 
individu dan masyarakat serta ketidak ketakwaannya terhadap 
ajaran agamanya. 
b) Standar pendidikan dalam keluarga mereka pada umunya rendah. 
c) berkembangnya pornografi secara bebas dan liar. 
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2. Faktor Psikologis  
Hubungan keluarga yang berantakan, terlalu menekan dan 
mengalamai seksual dalam keluarga serta adanya pengalaman traumatis 
(luka jiwa) dan rasa ingin balas dendam yang di akibatkan oleh hal-hal 
seperti kegagalan rumah tangga, dimadu, dinodai oleh kekasihnya 
kemudian ditinggalkan begitu saja. 
3. Faktor Biologis  
Adanya nafsu seks yang abnormal, tidak terintegrasi dalam 
kepribadian yang merasa puas mengadakan relasi seks dengan satu 
istri/suami.29 
4. Faktor Ekonomi  
Adanya kemiskinan dan keinginan untuk meraih kemewahan hidup, 
khusunya dengan jalan pintas dan mudah.Tanpa harus memiliki 
keterampilan khusus, walau kenyataannya mereka buta huruf, pendidikan 
rendah, berpikiran pendek sehingga menghalalkan pelacuran. 
5. Faktor Sosiologis  
a) Ajakan teman-teman sekelilingnnya yang sudah lebih dahulu terjun 
kedunia pelacuran, 
b) Karena pengalaman dan pendidikan mereka sangat minim, akhirnya 
mereka dengan mudah terbujuk dan terkena tipuan dari pria. Terutama 
dengan menjanjiakan pekerjaan dengan gaji tinggi yang akhirnya 
dijobloskan ke tempat-tempat pelacuran, 
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c) Faktor Kemalasan Faktor kemalasan biasanya diakibatkan oleh psikis 
dan mental yang rendah, tidak memiliki norma agama dan susila 
dalam menghadapi persaingan hidup. Hanya dengan modal fisik, 
kecantikan, paras bodi tubuh, sehingga dengan mudah mengumpulkan 
uang. 
d) Faktor Penegakan Hukum Tidak adanya undang-undang yang 
melarang pelacuran serta tidak ada larangan terhadap orang-orang 
yang melakukan relasi seks sebelum pernikahan atau diluar 
pernikahan akan tetapi yang dilarang dalam undang-undang hanyalah 
mucikari dan germo. 
e) Faktor pendukung Adanya media atau alat pendukung dalam 
melakukan kegiatan prostitusi sangat mempengaruhi mereka yang 
bekerja dibidang ini. Dengan adanya tehnologi pendukung sepertin 
internet dan handphone membuat seseorang dengan mudah dapat 
bertransaksi prostitusi.
30
 
Faktor yang disebutkan diatas adalah secara umum dijadikan alasan 
oleh seorang pelacur sehingga ia mau untuk melakukan pekerjaan yang dalam 
mayarakat sangat dianggap miring dan mengganggu kehidupan berumah 
tangga. 
 
 
 
                                                          
30
 Hendra Akhdhiat, Psikologi Hukum (Bandung: Pustaka Setia 2011), h.46 
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BAB III 
TINDAK PIDANA DAN SANKSI PIDANA 
A.  Sanksi Pidana Dalam Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam.  
1. Sanksi Pidana Dalam Hukum Positif. 
  Sanksi dalam Bahasa Indonesia diambil dari Bahasa Belanda, Sanctie, 
seperti dalam poenale santie yang terkenal dalam sejarah Indonesia pada 
masa kolonial Belanda. Arti lain sanksi dalam konteks hukum, sanksi berarti 
hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan, dan dalam konteks sosiologi 
sanksi dapat berarti control sosial.
1
 
 Sanksi dalam konteks hukum merupakan hukuman yang dijatuhkan oleh 
pengadilan, sedangkan dalam konteks sosiologi pengertian sanksi adalah 
control sosial. Sanksi yang dijatuhkan oleh pengadilan atau dalam konteks 
hukum tentu jauh lebih berat dan mengikat karena memiliki kekuatan 
hukum.
2
 
 Sanksi pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah 
kasusnya dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan 
memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari 
pihak berwajib. Sanksi pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat 
nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku 
perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau 
                                                          
1
 Id.m.wikipedia.org , diakses pada 10 April 2019 pukul 12:01 WIB 
2
 https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://e-journal.uajy.ac.id 
diakses pada 10 April 2019 pukul 12:3 
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membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya 
merupakan satu penjamin untuk merehabilitasi perilaku diri pelaku 
kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan 
sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.
3
  
       Sanksi dalam hukum pidana lebih keras dibanding dengan akibat sanksi 
hukum yang lainnya, akan tetapi ada juga para ahli yang berpendapat 
sebaliknya, bahwa hukum pidana tidak mengadakan norma baru melainkan 
mempertegas sanksi belaka sebagai ancaman pidana sehingga pidana adalah 
hukum sanksi belaka. Seperti halnya dalam Undang-undang Hukum Pidana 
(KUHP) sesuai pasal 284, 296 dan 506 dengan unsur-unsur yang ada di 
dalamnya yang memberikan sanksi terhadap mucikari dan PSK (Pekerja 
Seks Komersial) menerut ketentuan hukumnya masing masing dan di dalam  
(Pasal 1 angka 1 UU No. 21 Tahun 2007, Tentang TPPO), dan Undang-
Undang Perlindungan Anak No.35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-
Undang No 23 tahun 2002. 
       Hans Kelsen berpendapat bahwa, sanksi didefinisikan sebagai reaksi 
koersif masyarakat atas tingkah laku manusia (fakta sosial) yang 
mengganggu masyarakat. Setiap sistem norma dalam pandangan Hans 
Kelsen selalu bersandar pada sanksi. Esensi dari hukum adalah organisasi 
dari kekuatan, dan hukum berdasar pada sistem paksaan yang diarancang 
untuk menjaga tingkah laku sosial tertentu. Dalam kondisi tertentu 
digunakan kekuatan untuk menjaga hukum dan ada sebuah organ dari 
                                                          
3
 http://Digilib.unila.ac.id diakses pada 10 April 2019 pukul 9:43 WIB 
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komunitas yang melaksanakan hal tersebut. Setiap norma dapat dikatakan 
“legal” apabila dilekati sanksi, walaupun norma itu harus dilihat 
berhubungan dengan norma yang lainnya.
4
 
 Pidana adalah penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada 
orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur syarat 
tertentu
5
, sedangkan Roslan Saleh menegaskan bahwa pidana adalah reaksi 
atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan  
Negara kepada pembuat delik.
6
 
 Jenis-jenis pidana sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 10 Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP):
7
 
a. Pidana Pokok 
1) Pidana mati;  
2) Pidana penjara; 
3) Pidana kurungan; 
4) Pidana denda; 
5) Pidana tutupan. (UU No.20/1946) 
b. Pidana Tambahan 
1) Pencabutan hak-hak tertentu; 
2) Perampasan barang-barang tertentu; 
                                                          
4
  Marlina, Hukum Penitensir, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, Hlm.15. 
5
 Tri Andrisman, Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia, Bandar 
Lampung, Unila, 2009, hlm. 8 
6
 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 1, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011, 
hlm. 81. 
7
 Ibid. 
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3) Pengumuman putusan hakim.  
 Sanksi pidana merupakan sanksi yang bersifat lebih tajam jika 
dibandingkan dengan sanksi pada hukum perdata maupun dalam hukum 
administrasi. Pendekatan yang dibangun adalah sebagai salah satu upaya 
untuk mencegah dan mengatasi kejahatan melalui hukum pidana dengan 
pelanggaran dikenakan sanksinya berupa pidana. Menurut Roeslan Saleh, 
Mengemukakan pendapt bahwa pidana adalah reaksi atas delik dan ini 
berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimbulkan negara pada 
pembuat delik (perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena 
merupakan pelanggaran terhadap undang-undang). Pidana menentukan 
sanksi terhadap pelanggaran peraturan larangan. Sanksi itu dalam prinsipnya 
terdiri atas penambahan penderitaan dengan sengaja.
8
 
  Menurut Richard D. Schwartz dan Jerome H. Skonlick sanksi 
pidana dimaksudkan untuk:
9
 
a. Mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana (to prevent 
recidivism); 
b. Mencegah orang melakukan perbuatan yang sama seperti yang 
dilakukan oleh terpidana (to deterother from the performance 
of similar acts); 
                                                          
8
 Samsul Ramli dan Fahrurrazi, Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jaasa, 
Visimedia Pustaka, Jakarta, 2014, hlm 192. 
9
 Muladi Dan Barda Nawawi Arief,…Hlm. 20 
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c. Menyediakan saluran untuk mewujudkan motif-motif balas dendam (to 
provide a channel for the expression of retaliatory motives). 
 Tujuan pemidanaan adalah mencegah dilakukannya kejahatan pada masa 
yang akan datang, tujuan dilakukannya pemidanaan diperlukan untuk 
mengetahui sifat dasar hukum dari pidana. Bahwa dalam konteks dikatakan 
Hugo De Groot “malim pasisionis propter malum actionis” yaitu 
penderitaan jahat menimpa dikarenakan oleh perbuatan jahat. Berdasarkan 
pendapat tersebut, tampak adanya pertentangan mengenai tujuan 
pemidanaan, yakni antara mereka yang berpandangan pidana sebagai sarana 
pembalasan atau teori absolute dan mereka yang menyatakan bahwa pidana 
mempinyai tujuan yang positif atau teori tujuan, serta pandangan yang 
menggabungkan dan tujuan pemidanaan tersebut.
10
 
  Muladi mengistilahkan teori tujan sebagai teleological theories dan teori 
gabungan disebut sebagai pandangan interaktif didalam tujuan pemidanaan 
yang beranggapan bahwa pemidanaan mempunyai tujuan yang plural, yang 
merupakan gabungan dari pandangan utilitarian yang menyatakan bahwa 
tujuan pemidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat 
dibuktikan, keadilan tidak boleh melalui pembebanan yang patut diterima 
untuk tujuan penderitaan itu sendiri, misalnya bahwa penderitaan pidana 
                                                          
10
 http://Digilib.unila.ac.id diakses pada 29 oktober 2019 pukul 15:00 WIB 
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tersebut tidak boleh melebihi ganjaran yang selayaknya diberikan kepada 
pelaku tindak pidana.
11
 
2. Sanksi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam.  
 Pemidanaan dalam istilah Bahasa Arab sering disebut „uqubah, yaitu 
bentuk balasan bagi seseorang atas perbuatan yang melanggar ketentuan 
syara‟ yang ditetapkan oleh Allah dan RasulNya untuk keselamatan 
manusia.
12
 
 Tujuan dari adanya pemidanaan dalam syari‟at Islam adalah 
merupakan realisasi dari tujuan Hukum Islam itu sendiri, yakni sebagai 
pembalasan atas perbuatan jahat, pencegahan secara umum dan 
pencegahan secara khusus serta perlindungan terhadap hak-hak korban. 
Definisi lain menyatakan bahwa pemidanaan adalah suatu penderitaan 
yang diberikan kepada seseorang akibat melanggar aturan. Pemidanaan 
dengan hukuman tertentu dimaksudkan untuk mendatangkan 
kemaslahatan umat manusia dan mencegah kedzaliman atau 
kemudlaratan.
13
 
 Ketika tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki individu, 
menjaga masyarakat, dan memelihara kehidupan mereka, pemidanaan 
wajib berdiri diatas suatu nilai dasar yang dapat mewujudkan 
                                                          
11
Mulad , Lembaga Pidana Bermasyarakat, Bandung, Alumni, 2008, hlm.25 
12
 Ahmad Syafiq, “Rekrontruksi Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Islam (Prespektif 
Filsafat Hukum)”, Jurnal Pembaharuan hukum, (Jakarta) Vol. 1 No. 2, 2014, Hlm 179. 
13
 Ibid… 
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tujuantujuan tersebut supaya pemidanaan dapat memenuhi tugas yang 
seharusnya. Nilai-nilai dasar yang mewujudkan tujuan pemidanaan 
adalah sebagai berikut ;
14
 
a. Pemidanaan yang dijatuhkan dapat mencegah semua orang untuk 
melakukan tindak pidana, sebelum tindak pidana itu terjadi. Apabila 
tindak pidana itu telah terjadi, pemidanaan itu untuk mendidik pelaku 
tindak pidana dan mencegah orang lain untuk meniru atau mengikuti 
perbuatan pelaku tindak pidana. Atas dasar ini, sebagian fuqaha (ahli 
Hukum Islam) mengartikan pemidanaan sebagai suatu pencegah 
sebelum terjadinya tindak pidana dan pencegahan bagi anggota 
masyarakat yang lain setelah dijatuhkannya pemidanaan, juga 
dengan adanya pengetahuan atas diundangkannya peraturan hukum 
yang mengandung sanksi pemidanaan tersebut, akan mencegah 
pengulangan tindak pidana oleh pelaku. 
b. Batasan pemidanaan adalah untuk kebutuhan dan kemaslahatan 
masyarakat. Apabila kemaslahatan masyarakat menuntut pemidanaan 
diperberat, maka pemidanaan diperberat. Demikian pula, sebaliknya 
apabila kemaslahatan masyarakat menuntut pemidanaan diperingan, 
maka pemidanaan diperingan. Hal ini menunjukkan bahwa 
pemidanaan tidak diperbolehkan melebihi atau kurang dari 
kemaslahatan masyarakat umum. 
                                                          
14
 Ibid…hlm. 179-179 
54 
 
c. Apabila untuk memelihara masyarakat dari kejahatan tindak pidana, 
si pelaku dituntut untuk dibunuh atau kejahatannya dicegah dari 
masyarakat, pemidanaan yang harus dijatuhkan adalah hukuman 
mati, atau memenjarakannya sampai si pelaku tindak pidana mati, 
selama ia belum bertaubat dan keadaannya belum menjadi baik. 
d. Semua pemidanaan yang menghasilkan kemaslahatan individu dan 
memelihara kemaslahatan masyarakat adalah pemidanaan yang harus 
disyariatkan. Karena itu tidak boleh membatasi dengan hanya 
menerapkan pemidanaan tertentu tanpa pemidanaan yang lainnya. 
e. Mendidik si pelaku tindak pidana bukan berarti bentuk balas dendam 
atas dirinya, melainkan sebagai perbaikan dirinya. Semua 
pemidanaan dengan berbagai bentuknya, adalah pendidikan, 
perbaikan, dan pencegahan yang saling berbeda sesuai dengan 
perbedaan tindak pidana. Pemid anaan disyariatkan sebagai kasih 
sayang (rahmat) dan kebaikan dari Allah terhadap hambaNya.   
 Sehingga prinsip dasar untuk mencapai tujuan dari adanya 
pemidanaan tersebut diatas, dapat dibuat menjadi beberapa kriteria 
sebagai berikut:
15
 
a. Hukuman itu bersifat universal, yaitu dapat menghentikan orang 
dari melakukan suatu tindak kejahatan, bisa menyadarkan dan 
mendidik bagi pelakunya. 
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 Ibid …hlm. 180. 
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b. Penerapan materi hukumannya sejalan dengan kebutuhan dan 
kemaslahatan masyarakat. 
c. Seluruh bentuk hukuman harus dapat menjamin dan mencapai 
kemaslahatan pribadi dan masyarakat. 
d. Hukuman tersebut bertujuan untuk melakukan perbaikan terhadap 
pelaku tindak pidana.  
 Pemidanaan dalam kajian Hukum Pidana Islam (fiqh jinayah) 
dikelompokkan dalam beberapa jenis, yaitu:
16
 
a. Pemidanaan dilihat dari keterkaitan antara satu pemidanaan 
dengan pemidanaan yang lainnya. Dalam hal ini ada empat 
macam: 
(1) Pidana pokok, yaitu pemidanaan yang diterapkan secara 
definitif, artinya hakim hanya menerapkan sesuai apa yang 
telah ditentukan oleh nash. Dalam fiqh jinayah pemidanaan ini 
disebut sebagai jarimah hudud. 
(2) Pidana pengganti, pemidanaan yang diterapkan sebagai 
pengganti karena pidana pokok tidak dapat diterapkan dengan 
alasan yang sah/benar. Misalnya qishash diganti dengan diyat, 
dan diyat diganti dengan dimaafkan. 
(3) Pidana tambahan, yaitu pemidanaan yang menyertai pidana 
pokok tanpa adanya keputusan hakim tersendiri. Misalnya bagi 
pelaku qazaf (menuduh berzina) diberlakukan pemidanaan 
                                                          
16
 Ibid …hlm. 181. 
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berupa hilangnya hak persaksian dirinya, dan hilangnya hak 
pewarisan bagi pelaku pembunuhan. 
(4) Pidana pelengkap, yaitu tambahan pidana pokok dengan 
melalui keputusan hakim secara tersendiri. Pidana pelengkap 
sejalan dengan pidana tambahan karena keduanya merupakan 
konsekuensi/akibat dari pidana pokok. Perbedaan antara pidana 
tambahan dengan pidana pelengkap adalah pidana tambahan 
tidak memerlukan adanya putusan hakim tersendiri, sedangkan 
pidana pelengkap memerlukan adanya putusan hakim 
tersendiri. 
b. Pemidanaan dilihat dari kewenangan hakim dalam memutuskan 
perkara. Dalam hal ini ada dua macam : 
(1) Pemidanaan yang bersifat terbatas, yakni ketentuan pidana 
yang ditetapkan secara pasti oleh nash, atau dengan kata lain, 
tidak ada batas tertinggi dan terendah. Misalnya hukuman dera 
100 kali bagi pelaku zina dan hukuman dera 80 kali bagi 
pelaku penuduh zina.   
(2) Pemidanaan yang memiliki alternatif untuk dipilih. 
c. Pemidanaan dilihat dari obyeknya. Dalam hal ini ada tiga macam: 
(1) Pemidanaan fisik, seperti potong tangan, rajam dan lainnya. 
(2) Pemidanaan yang berkenaan dengan psikologis, ancaman dan  
teguran. 
(3) Pemidanaan benda, ganti rugi, diyat dan penyitaan harta. 
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  Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa dasar dan asas syari‟at adalah untuk 
mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Menurutnya, 
seluruh hukum itu mengandung keadilan, rahmat, kemaslahatan dan 
hikmah, jika keluar dari keempat nilai yang dikandungnya, maka hukum 
tersebut tidak dapat dinamakan syari‟at.17  
 Dan untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut, maka secara filsafati 
tujuan adanya penetapan hukum dalam Hukum Islam terangkum dalam 
maqasid al syari‟ah (yang pengertian secara bahasa adalah tujuan dari 
kebiasaan atau sunnah).
18
 
 Ada beberapa pendapat ulama dalam mendefinisikan maqasid al syari‟ah, 
antara lain adalah :
19
 
a. Abu Zahrah berpendapat bahwa maqasid al syari‟ah adalah tujuan 
puncak yang hendak dicapai yang terdapat dalam setiap Hukum Islam, 
yaitu kemaslahatan. Dan kemaslahatan ini adalah kemaslahatan yang 
bersifat hakiki, bukan kemaslahatan yang menuruti keinginan hawa 
nafsu. 
b. Abdul Wahab Khallaf berpendapat bahwa maqasid al syariah adalah 
keinginan pembuat hukum islam (syari‟) dalam mensyariatkan hukum 
adalah demi kemaslahatan (kebaikan) umat manusia. 
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 Ibid…182 
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 Ibid 
19
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c. Wahbah Al Zuhaili berpendapat bahwa maqasid al syariah adalah nilai-
nilai dan sasaran syara‟yang tersirat dalam segenap atau bagian terbesar 
dari hukum-hukumnya. Nilai-nilai dan sasaran itu dipandang sebagai 
tujuan dan rahasia syari‟ah, yang ditetapkan oleh al Syari‟ (Sang 
Pembuat Hukum) dalam setiap ketentuan hukum. 
d. Imam Ghazali berpendapat bahwa maqasid al syariah adalah maslahat 
yang dicapai oleh manusia baik di dunia maupun di akhirat, baik 
maslahat itu dicapai dengan cara jalbu al manafi‟ (menarik manfaat) atau 
dengan cara daf al darar (menolak bahaya/kerusakan). 
e. Al Syatibi berpendapat bahwa maqasid al syariah adalah maslahah atau 
kebaikan dan kesejahteraan umat manusia. 
 Hukum Islam mendasarkan rumusan pemidanaan dalam pelanggaran 
pidana pada dua aspek dasar, yaitu: ganti rugi/balasan (retribution) dan 
penjeraan (deterrence). Berikut dapat dijelaskan dua aspek dasar rumusan 
pemidanaan dalam Hukum Pidana Islam tersebut, yaitu:
20
 
a.  Aspek Ganti Rugi/Balasan (Retribution). Fungsi retributif suatu 
pemidanaan merupakan subjek yang paling banyak diperbincangkan 
oleh para ahli Hukum Pidana Islam, di samping fungsi penjeraannya. 
Hal ini tampaknya dipengaruhi oleh keberadaan ayat-ayat Al-Qur‟an itu 
sendiri yang banyak membahas tentang aspek retribusi ini. 
 
                                                          
20
 Ibid…, Hlm.184-185. 
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b. Aspek Penjeraan (Deterrence) Pemidanaan. Penjeraan menjadi alasan 
hukum (legal reasoning) yang dijatuhkannya suatu pemidanaan. 
Tujuannya yang pokok adalah mencegah terulangnya tindak pidana 
tersebut di kemudian hari. Berbeda dengan retribusi yang lebih 
cenderung melihat ke belakang dari titik waktu tindak pidana tersebut, 
maka penjeraan ini proyeksinya adalah ke depan, yaitu kepentingan 
adanya suatu tindakan pencegahan agar pelanggaran itu tidak terjadi 
lagi. 
 Jarimah dalam pembagiannya terdapat beberapa macam, yaitu dilihat dari 
segi hukumannya jarimah dibagimenjadi tiga, yaitu jarimah hudud, jarimah 
qishas atau diyat, dan jarimah taz‟ir .21 
a. Jarimah Hudud  
 Hudud secara etimologis mempunyai banyak arti, yaitu sesuatu yang 
telah ditentukan hukuman, larangan, marah. Sedangkan hudud secara 
terminologs adalah hukuman yang telah ditentukan sebagai hak Allah SWT. 
Dan arti uqubah muqaddarah adalah bahwa hukuman telah dibatasi, 
ditentukan, tidak ada pada hukuman itu batasan terendah dan batasan 
tertinggi, artinya bahwa hukuman itu adalah hak Allah SWT, dan bahwa 
hukuman itu tidakbisa digugurkan oleh individu-individu dan tidak pula 
oleh jamaah (kelompok).
22
 
                                                          
21
 Mardani, Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia, (Yogyakarta 
:Pustaka Pelajar, 2015),hlm 115. 
22
 Ibid 
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 Menurut Mardani, bahwa hukuman yang termasuk hak Tuhan ialah 
setiap hukuman yang dikehendaki oleh kepentingan umum (masyarakat), 
dan manfaat penjatuhan hukuman tersebut akan dirasakan oleh keseluruhan 
masyarakat. Jarimah yang termasuk hak Allah SWT itu ada tujuh, yaitu: 
zina, qadzaf (menuduh zina), harabah (perampokan, pembegalan, 
perampasan atau gangguan keamanan), murtad dan pemberontakan (al-
bagyu).
23
 
b. Jarimah qishash   
 Qishas secara etimologis adalah balasan dan perbuatan yang sama seperti 
seseorang perbuat. Sedangkan pengertian diyat secara etimologis adalah 
denda. Sedangkan pengertian qishas dan diyat secara terminologis adalah, 
jarimah qishash dan diyat adalah tindak pidana yang diancam dengan 
hukuman qishas dan diyat. Setiap qishas dan diyat mempunyai hukuman 
yang telah ditentukan, sebagai hak perorangan. Maksud muqaddarah 
(Hukuman yang telah ditentukan) adalah bahwa qishash dan diyat 
mempunyai satu batasan, tidak ada baginya batasan-batasan tertinggi dan 
batas qishash yang terendah yang fleksibel antara keduannya. Maksutqisash 
dan diyat sebagai hak perorangan adalah bahwa si korban mempunyai hak 
memaafkan pelaku tindak pidana, bila ia menghendaki. Apalagi telah 
memaafkan. Maka gugurlah hukuman.
24
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 Mardani, Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia, 
(Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2015),hlm 116. 
24
 Ibid,hlm 116-117. 
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 Berdasarkan defini diatas Mardani menjelaskan bahwa, walaupun 
qishash itu telah ditentukan hukuman-hukumannya oleh Allah SWT, tapi 
qishash juga merupakan hak individu (perorangan), yang apabila pihak 
korban memaafkan/mengampuni kesalahan tersebut maka gugurlah 
hukuman-hukumannya.
25
 
c. Jarimah Ta’zir   
 Jarimah ta’zir adalah tindak pidana yang diancamkan dengan satu atau 
beberapa hukuman ta’zir. Yang dimaksud dengan ta’zir adalah ta‟dib, yaitu 
member pendidikan (pendisiplinan). Hukum Islam tidak menentukan 
macam-macam hukuman untuk tiaptiap tindak pidana ta’zir, tetapi hanya 
menyebutkan sekumpulanhukuman, dari yang paling ringan sampai yang 
paling berat. Dalam hal ini, hakim diberi kebebasan untuk memilih 
hukuman-hukuman yang sesuai dengan macam tindak pidana ta’zir serta 
keadaan sipelaku Singkatnya hukuman-hukuman tindak pidana ta’zir tidak 
memiliki batasan tertentu.
26
 
 Ta’zir berdasarkan hak yang dilanggar ada 2 (dua) macam jarimah ta’zir 
yaitu:
27
 
1) Jarimah ta’zir yang menyinggung hak Allah Artinya, semua perbautan 
yang berkaitan dengan kepentingan dan masalah umum. Misalnya, 
                                                          
25
 Mardani, Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia, (Yogyakarta : 
Pustaka Pelajar, 2015),hlm 117. 
26
 Abdul Qadir Audah, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam I…, hlm. 100-101 
27
 Ahmad Wardi Musclich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 94. 
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membuat kerusakan di muka bumi, penimbunan bahan-bahan pokok, 
dan penyelundupan. 
2)  Jarimah ta’zir yang bersinggung hak individu Artinya, setiap perbuatan 
yang mengakibatkan kerugian kepada orang tertentu, bukan orang 
banyak. Misalnya, pencemaran nama baik, penghinaan, penipuan, 
pemukulan.  
 Ta‟zir berdasarkan segi sifatnya dibagi menjadi 3(tiga) yaitu: 
1) Ta’zir karena melakukan perbuatan maksiat; 
2) Ta’zir karena seorang melakukan perbuatan yang membahayakan 
kepentingan umum 
3) Ta’zir karena melakukan pelanggaran. 
Ta‟zir dari segi dasar hukum (penetapannya), dibagi menjadi 3 (tiga) 
yaitu: 
1) Jarimah ta‟zir yang berasal dari jarimah- jarimah atau qiṣāṣ tetapi 
syarat-syaratnya tidak terpenuhi, atau ada syubhat, seperti 
pencurian yang tidak mencapai nisab atau oleh keluarga sendiri. 
2) Jarimah ta‟zir yang jenisnya disebutkan dalam nash syarā‟ tetapi 
hukumannnya belum ditetapkan, seperti riba, suap dan mengurangi 
takaran dan timbangan. 
3) Jarimah ta‟zir yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan 
oleh syarā‟ jenis ketiga ini sepenuhnya diserahkan kepada ulil 
amri, seperti pelanggaran disiplin pegawai pemerintah.  
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B. PERUNDANG-UNDANGAN YANG TERKAIT DALAM PIDANA 
PELACURAN 
1. Menurut Pasal 296 KUHP Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
(KUHP), pelacuran diatur pada Pasal 296 KUHP yang berbunyi:
28
  
“Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan 
perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan 
menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan 
pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana 
denda paling banyak lima belas ribu rupiah.” 
 
Bagian inti delik (delictsbestanddelen): 
a. Sengaja; 
b. Menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang 
lain; 
c. Menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan. 
 Apabila dilihat dari norma-norma sosial sudah jelas melarang atau 
mengharamkan prostitusi dan sudah ada pengaturan tentang larangan bisnis 
prostitusi. Pasal 296 KUHP menentukan bahwa pemidanaan hanya dapat 
dikenakan bagi orang yang dengan sengaja menyebabkan sebagai pencarian 
atau kebiasaan.Melihat dari rumusan pasal-pasal tersebut maka pemidanaan 
hanya dapat dilakukan kepada mucikari atau germo (pimp) sedangkan terhadap 
pelacur (Prostitute) dan pelanggannya (Pengguna) sendiri tidak dapat 
dikenakan pidana. Dengan demikian penegak hukum baik dalam konteks 
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transnasional dan nasional yang dimaksudkan adalah terhadap mucikari 
(pimp).
29
 
 Lebih lanjut dikatakan bahwa yang dapat dikenakan Pasal 296 KUHP 
misalnya orang yang menyediakan rumah atau kamarnya kepada perempuan 
dan laki-laki untuk melacur (bersetubuh atau melepaskan nafsu kelaminnya). 
Biasanya untuk itu disediakan pula tempat tidur. Maka sanksi bagi pemilik 
rumah yang menjadikan rumahnya sebagai tempat prostitusi untuk perbuatan 
pelacuran dengan membuatnya sebagai pencaharian, maka pemiliknya dapat 
dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 296 KUHP.
30
 
 Orang yang tidak masuk dalam ketentuan Pasal 296 KUHP ini adalah 
orang yang menyewakan rumah atau kamarnya kepada perempuan atau laki-
laki yang kebetulan pelacur, dikarenakan tidak ada maksudnya sama sekali 
untuk mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul, ia sebab hanya 
menyewakan rumah dan bukan merupakan mata pencaharian yang tetap.
31
 
2. Menurut Pasal 506 KUHP, 
  Pasal 506 KUHP berbunyi;
32
 
  ”Barangsiapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang 
wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan pidana 
kurungan paling lama satu tahun.” 
   
 
 
                                                          
29
 http://eprints.umm.ac.id/36236/3/jiptummpp-gdl-verayuliar-47507-3-babii.pdf. 
diakses pada 02 April 2020 Pukul 19:00 WIB 
30
 Ibid, 
31
 Ibid 
32
 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 
65 
 
 
  Tindak pidana yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang 
diatur Pasal 506 KUHP hanya terdiri atas unsur-unsur objektif, masing-
masing yakni ;
33
 
a. Barangsiapa; 
b. Mengambil keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita; 
c. Menjadikannya sebagai pencarian. 
   Unsur objektif pertama dari tindak pidana yang dimaksudkan di 
dalam ketentuan pidana yang diatur Pasal 506 KUHP ialah unsur barang 
siapa; Kata “barangsiapa” menunjukkan orang, baik pria maupun wanita, 
yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsure dari tindak 
pidana yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur Pasal 506 
KUHP maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut
34
 
   Unsur objektif kedua dari tindak pidana yang dimaksudkan di 
dalam ketentuan pidana yang diatur Pasal 506 KUHP ialah unsur 
“mengambil keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita”. Undang-
undang tidak menjelaskan tentang keuntungan apa yang sebenarnya 
dimaksudkan di 22 dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 506 
KUHP, tetapi pada hakikatnya keuntungan tersebut harus merupakan 
keuntungan yang sifatnya kebendaan dalam artian seorang germo 
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menggantungkan diri pada uang yang dihasilkan dari perbuatan cabul 
seorang wanita untuk membiayai sebagian besar kebutuhan hidupnya.
35
 
  Unsur objektif ketiga dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 
506 KUHP ialah “menjadikan sebagai pencarian”. Unsur ini dapat 
dimaknai bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seorang germo/mucikari 
merupakan perbuatan yang berlangsung secara terus-menerus sehingga 
dijadikan sebagai suatu kebiasaan dalam meraup keuntungan dari hasil 
praktek prostitusi,
36
 
3. Menurut UUTPPO No. 21 Tahun 2007 Tentang Tidak Pidana Perdagangan 
Orang. 
  Praktik perdagangan perempuan untuk tujuan eksploitasi seksual 
komersial terhadap tindak pidana perdagangan orang (trafficking) 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang mengatur 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang memiliki 
korelasi dengan beberapa kasus di tanah air. UUPTPPO Pasal 2 angka 1  
dan 2 memberikan sanksi pidana kepada traffickers yaitu hukuman penjara 
selama 3-15 tahun dan denda maksimum sebesar Rp. 120.000.000 sampai 
600.000.000. Jika trafficker (pelaku-pelaku) mengakibatkan korban 
menderita luka berat, gangguan kejiwaan berat, penyakit menular lainnya 
yang membahayakan jiwanya, kehamilan, atau terganggu atau hilangnya 
fungsi reproduksinya, maka ancaman pidananya ditambah menjadi 1/3 
(sepertiga) dari ancaman pidana tersebut. Apabila membawa kematian 
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seseorang, maka pelaku diancam penjara 5 (lima) tahun sampai dengan 
seumur hidup dan denda sebesar Rp. 200.000.000 sampai dengan Rp 
5.000.000.000.
37
 
  Dalam UUTPPO pasal 12 menyebutkan bahwa setiap orang yang 
menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang 
dengan cara melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya dengan 
korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak 
pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau 
mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang 
dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. 
 
4. Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 59 Nomor 35 Tahun 
2014 perubaha atas Undang-Undang 23 Tahun 2002. 
  Undang-Undang ini megatur mengeai hak-hak ada yag telah di 
tetapkan dalam undang-undang perlindungan anak dalam pasal 13 yang 
berbunyi ;
38
 
 Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau 
pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuh, 
berhak mendapatkan perlindungan perlakuan dari; 
a. Diskriminasi; 
b. Eksploitasi baik ekonomi maupun seksual; 
c. Penelantaran; 
d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan 
e. Ketidakadilan; dan 
f. Perlakuan salah lainnya 
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  Sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 59 mengenai eksploitasi 
anak terdapat beberapa jenis eksploitasi seperti eksploitasi ekonomi, 
eksploitasi seksual,perdagangan juga termasuk perbuatan yang di larang 
dalam pasal 59 Undang –Undang perlindungan anak tersebut. Bahwa hal 
tersebut juga di lindungi dalam undang-undang tersebut. Akan tetapi 
dalam Undang-undang perlindungan anak itu tidak di jelaskan secara jelas 
eksploitasi seperti apa. Akan tetapi sedikit banyak tentang eksploitasi 
sudah di tulis dalam undang undang tersebut. 
  Berikut bunyi pasal 59 Nomor 35 Tahun 2014 perubaha atas 
Undang-Undang 23 Tahun 2002;
39
 
“Pemerintah dan lembaga Negara lainynya berkewajiban dan 
bertanggung jawabuntuk memberikan perlindungan khusus kepada 
anak yang dalamn situasi darurat, anak yang berhadapan dengan 
hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang 
tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual,anak yang di 
perdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan 
narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), 
anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan,anak korban 
kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang 
cacat, dan korban perlakuan salah dan penetralan.” 
   
  Larangan melakukan eksploitasi sudah jelas di atur dalam undang-
undang di atas. Melakukan perbuatan eksploitasi seksual dan eksploitasi 
ekonomi pada anak dikenakan sanksi pada pasal 76 huruf E dengan 
ancaman hukuman yaitu penjara maksimum 10 tahun atau denda maksimal 
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Rp.200.000.000. Namun sayangnya undang undang ini tidak memberikan 
penjelasan secara mendalam konsep tindak eksploitasi seksua. 
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BAB IV 
ANALISIS 
 
A. Sanksi Pidana Terhadap Para Pelaku Pelacuran Anak Menurut Hukum 
Positf 
 Berdasarkan uraian Bab 2 dan Bab 3 dapat di simpulkan analisis sanksi 
bagi para pelaku pelacuran anak menurut hukum positif dan hukum pidana 
islam sebagai berikut ini; 
Sanksi pidana terhadap Para Pelaku Pelacuran Menurut Hukum Positif 
1. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pelacuran Menurut Pasal 284, 296  
dan 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 
Pelaku pelacuran yang bias dijerat oleh Undang-undang Hukum 
Pidana (KUHP) sesuai pasal 284, 296 dan 506 dengan unsur-unsur yang ada 
di dalamnya, yaitu: 
a. Mucikari/ Germo 
Mucikari atau Germo yaitu pelaku yang mata pencahariannya 
sebagai perantara atau penghubung antara Pekerja Seks Komersial (PSK) 
dengan pengguna jasa. Dalam Pasal 296 dan 506 Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana (KUHP), pelaku mucikari atau germo dapat dikenai sanksi. 
Pasal 296 KUHP mengatur bahwa: “Barang siapa dengan sengaja 
mengadakan atau memudah kan perbuatan cabul oleh orang lain dengan 
orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam 
dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda 
paling banyak seribu rupiah.” 
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Unsur objektif (actus reus) dalam Pasal 296 KUHP adalah: 
1) Menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain 
dengan orang lain; 
2) Menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan. 
 
Sedangkan unsur subjektif (mensrea) adalah: dengan sengaja. 
Selanjutnya dalam Pasal 506 KUHP mengatur bahwa: “Barang siapa 
menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikan 
sebagai pencarian, diancam dengan kurungan paling lama enam bulan. ”Dalam 
Pasal 506 KUHP yang menjadi unsur objektif (actus reus) adalah: 
1) Menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita; 
2) Menjadikan sebagai pencarian. 
Sedangkan unsur subjektif (mens rea) adalah: dengan sengaja 
Pasal di atas pada dasar nya menjerat setiap orang yang menyediakan 
rumah, kamar, atau tempat tidur bagi seorang laki-laki atau perempuan untuk 
berbuat cabul. Dalam beberapa putusan, orang yang berbuat cabul dikamar 
sewaan itu hanya berperan sebagai saksi. 
a. Pengguna Jasa dan Pekerja Seks Komersial (PSK). 
Pekerja Seks Komersial (PSK) adalah seseorang yang menjual 
dirinya untuk melakukan hubungan seksual atau perzinahan demi uang. 
Pengguna jasa adalah pelaku yang menggunakan jasa PSK untuk 
memuaskan nafsu birahinya. Dalam Pasal 284 Kitab Undang-undang 
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Hukum Pidana (KUHP), menjerat para pelaku zina. Perzinaan adalah 
persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki dengan perempuan dimana 
salah satu atau dari keduanya sudah menikah dengan orang lain. Pelaku 
dijerat dengan pasal ini karena atas dasar suka sama suka, tidak boleh ada 
paksaan dari salah satu pihak 
Dalam Pasal 284 KUHP menyebutkan hanya salah satu atau 
keduanya yang sudah menikah akan dikenai hukuman, tapi jika sebaliknya 
maka tidak dapat dikenai hukuman sesuai pasal tersebut. Perlu dicatat, 
bahwa dalam pasal ini termasuk delik aduan, artinya jika pihak salah satu 
atau keduanya tid ak melaporkan pada pihak yang berwajib maka tidak 
bias dikenai hukuman. 
Sanksi pidana Para Pelaku Pelacuran Anak dalam Pasal 284, 296  dan 
506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); 
a. Mucikari : Pidana kurungan tidak lebih dari 1 tahun 
b. Pekerja Seksual : Delik Aduan 
c. Kosumen : Delik Aduan 
d. Anak sebagai pelacur : Tidak Diatur 
2. Analisis Sanksi Pidana Terhadap Pelacuran Anak Menurut UUTPPO 
No. 21 Tahun 2007 Tentang Tidak Pidana Perdagangan Orang. 
  . UUPTPPO Pasal 2 angka 1  dan 2 memberikan sanksi pidana 
kepada traffickers yaitu hukuman penjara selama 3-15 tahun dan denda 
maksimum sebesar Rp. 120.000.000 sampai 600.000.000. Jika trafficker 
(pelaku-pelaku) mengakibatkan korban menderita luka berat, gangguan 
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kejiwaan berat, penyakit menular lainnya yang membahayakan jiwanya, 
kehamilan, atau terganggu atau hilangnya fungsi reproduksinya, maka 
ancaman pidananya ditambah menjadi 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana 
tersebut. Apabila membawa kematian seseorang, maka pelaku diancam 
penjara 5 (lima) tahun sampai dengan seumur hidup dan denda sebesar Rp. 
200.000.000 sampai dengan Rp 5.000.000.000.
1
 
  Dalam UUTPPO pasal 12 menyebutkan bahwa setiap orang yang 
menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang 
dengan cara melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya dengan 
korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak 
pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau 
mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang 
dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. 
Sanksi Pidana Para Pelaku Pelacuran Anak Menurut UUTPPO 
No. 21 Tahun 2007 Tentang Tidak Pidana Perdagangan Orang ; 
a. Mucikari : diancam penjara 5 (lima) tahun sampai dengan seumur hidup 
dan denda sebesar Rp. 200.000.000 sampai dengan Rp 5.000.000.000 
b. Pekerja Seksual : Tidak Diatur 
c. Konsumen : Hukuman yag sama dega mucikari dikareakan terkena 
unsur menggunakan jasa pelacuran yaitu hukuman penjara 5 (lima) 
tahun sampai dengan seumur hidup dan denda sebesar Rp. 200.000.000 
sampai dengan Rp 5.000.000.000 
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d. Anak Sebagai Pelacur : Tidak Diatur 
3. Sanksi Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 59 Nomor 35 Tahun 
2014 perubaha atas Undang-Undang 23 Tahun 2002. 
Dalam UU Perlindungan anak tidak dijelaskan pula mengenai 
pelacuran anak. Tetapi dalam UU ini diatur mengenai definisi dari hak-hak 
anak itu sendiri . Pasal 59 Nomor 35 Tahun 2014 perubaha atas Undang-
Undang 23 Tahun 2002 tidak menyertakan sanksi yang di berikan akan 
tetapi sanksi bagi pelaku eksploitasi seksual diatur dalam pasal 76 huruf E. 
Larangan melakukan eksploitasi sudah jelas di atur dalam undang-
undang di atas. Melakukan perbuatan eksploitasi seksual dan eksploitasi 
ekonomi pada anak dikenakan sanksi pada pasal 76 huruf  E UU 
Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman yaitu penjara maksimum 10 
tahun atau denda maksimal Rp.200.000.000, yang mendapatkan sanksi 
dalam pasal ini yaitu:  
Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, 
memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkai kebohongan, 
atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan 
perbuatan cabul di ancaman hukuman yaitu penjara maksimum 10 tahun 
atau denda maksimal Rp.200.000.000. 
 
a. Mucikari/ Germo 
Khusus mengenai kegiatan yang mengarah kepada aktifitas eksploitasi 
seksual, ada beberapa pasal yang mengatur yakni pasal 76 huruf E dalam 
Undang-Undang Perlindungan anak dengan ancaman hukuman yaitu 
penjara maksimum 10 tahun atau denda maksimal Rp.200.000.000:  
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Adapun unsur objektif (actus reus) dalam pasal 76 huruf E dalam 
Undang-Undang Perlindungan anak adalah Melakukan kekerasan atau 
ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan 
serangkai kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau 
membiarkan dilakukan perbuatan cabul; 
Sedangkan unsur subjektif (mens rea) adalah:  dengan sengaja 
melanggar larangan. 
Sedangkan Pasal pasal 76 huruf E dalam Undang-Undang 
Perlindungan anak memberikan sanksi ; 
a. Mucikari: penjara maksimum 10 tahun atau denda maksimal 
Rp.200.000.000 
b. Pekerja Seksual: Tidak Diatu 
c. Konsumen: Tidak Diatur 
d. Anak Sebagai Pelacur: Tidak Diatur 
B. Sanksi Pidana Terhadap Para Pelaku Pelacuran Anak Menurut Hukum 
Pidana Islam 
             Pelaku yang dapat dijerat hukuman sesuai dengan hukum pidana Islam 
yaitu: 
1. Mucikari/ Germo 
Dalam hukum pidana Islam pembahasan prostitusi online dalam Al 
Quran maupun Hadist belum ada penjelasannya, untuk larangan 
mendekatinya dalam Al Quran terdapat dalam QS Al Isra’ ayat 32 yaitu: 
 ًلِيبَس َءاَسَو ًةَشِحَاف َناَك ُهَِّنإ  َۖان ِّزلا اُوبَرَْقت َلََو 
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 “janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu 
perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.”2 
 
Prostitusi atau zina merupakan sesuatu yang haram untuk dilakukan 
dan keharamannya telah ditetapkan oleh syara’, dikarenakan ia mengandung 
kemafsadatan dan kemudharatan, atau sesuatu yang diharamkan oleh syariat 
karena ensensinya mengandung kemudharatan bagi kehidupan manusia. 
Maka pelaaku mucikari atau germo dalam Hukum Pidana Islam 
dikategorikan dalam jarimah Ta’zir, yaitu hukuman yang ditetapkan oleh 
penguasa untuk kedisiplinan. 
2. Penggunna Jasa dan Pekerja Seks Komersial (PSK) 
Dalam hukum pidana Islam, pengguna jasa dan Pelacur dikenakan 
hukuman had. Hukuman had zina merupakan murni hak Allah SWT. 
Hukum had zina diberlakukan untuk menjaga kehormatan, jangan sampai 
ternodai dan juga demi untuk melindungi kemaslahatan-kemaslahatan 
umum yaitu menolak dan menjauhkan kerusakan dari mereka. 
Ada dua jenis jarimah zina yaitu zina muhshan dan zina 
ghairumuhshan. Zina muhshan adalah zina yang pelakunya berstatus suami, 
istri, duda maupun janda. Artinya, si pelaku adalah orang yang masih dalam 
status pernikahan atau pernah menikah secara sah. Zina ghairumuhshan 
adalah jarimah zina yang pelakunya masih berstatus perjaka atau gadis. 
Artinya, sipelaku belum pernah menikah secara sah dan tidak sedang berada 
dalam ikatan pernikahan. 
                                                          
2
Departemen Agama RI, Al Qur‟an dan Terjemahnya, (Semarang: Karya Toha, 2002). 
77 
 
Penerapan hukuman terhadap pelaku zina berbeda-beda sesuai 
dengan status pelaku. Sanksi bagi pelaku zina muhshan adalah hukuman 
rajam, yaitu sipelaku dilempari batu hingga meninggal. Sesuai dengan hadis 
yang disampaikan oleh Umar bin Al Khaththab sebagai berikut:  
”Abdullah bin Abbas berkata bahwa Umar bin Al Khaththab di mimbar 
Rasulullah saw seraya berpidato, “sesungguhnya Allah mengutus 
Muhammad saw membawa kebenaran dan Allah menurunkan Alquran 
kepadanya. Di antara ayat yang diturunkan itu ada ayat rajam. Kami 
membacanya, mempelajarinya dan memahaminya. Selanjutnya, Rasulullah 
saw melaksanakan hukumanrajam dan kami juga melaksanakan hukuman 
rajam setelah zaman beliau berlalu. Kata Umar, aku takut jika telah 
berlalu masa yang panjang ada orang yang berkata, „Kami tidak 
menemukan rajam di Kitabullah.‟ Oleh sebabitu, mereka 
meninggalkankewajiban yang diturunkan Allah, padahal sesungguhnya 
hukuman rajam itu benar di dalam Kitabullah yang diberlakukan kepada 
orang yang berzina apabila ia telah beristri atau bersuami dari setiap laki-
laki dan perempuan serta apabilatelah kuat bukti, terjadi kehamilan, atau 
atas dasar pengakuan.”3 
 
Sanksi pidana terhadap pelaku zina ghairumuhshan sesuai dengan 
firman Allah SWT dalam QS An Nuur ayat2 : 
                        
                          
            
“Perempuan  yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-
tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan 
kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika 
kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan hendaklah 
(pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang 
yang beriman.”4 
 
                                                          
3
Muslim, Shahih Muslim..., hlm. 49.  
4
Departemen Agama RI, Al Qur’an Dan Terjemahnya, (Semarang: Karya Toha, 2002). 
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Namun para ulama berpendapat bahwa pezina ghairumuhsan 
memiliki  2 hukuman, yaitu hukuman cambuk dan pengasingan. Sesuai 
dengan hadist nabi berikut:  
 َْلَو َنََز ْنَمْيِف ُرُمَْأي َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهَّللا َّلَص ُّبَِّنلا ُتْع َِسَ َلَاق ٍدِل اَخ ِنْب ِدْيَز ْن ََ
 ْنُصَْيَ  ٍماَع َبِْيرْغ َتَو ٍةأاِم َةَدْلَج  
 
Artinya: 
Dari Zaid bin Khalid Al Juhani, ia berkata, “Aku mendengar Nabi saw 
memerintahkan agar pezina ghairumuhshan dicambuk seratus kali dan 
dibuang selama satu tahun”5 
C. Persamaan dan Perbedaan Sanksi Pidana terhadap Para Pelaku 
Pelacuran Anak Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif. 
a. Mengenai persamaan sanksi pelacuran anak di Indonesia menurut hukum 
positif dan hukum pidana Islam yaitu : sama-sama diberi sanksi. 
          Bagi mucikari atau germo dalam hukum pidana positif diaturdalam 
Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 296 dan Pasal 506 
menjerat mucikari atau germo, tetapi juga bisa Pekerja Seks Komersial 
(PSK) tetapi tidak ada undang undang yang megatur pidana Pelacuran 
Anak. 
Pelaku Mucikari atau Germo dalam hukum islam dikenai sanksi 
jarimah ta’zir sesuai ketentuan QS Al Isra’ ayat 32 yag tertulis diatas. Yang 
memiliki arti sebagai berikut; Prostitusi atau zina merupakan sesuatu yang 
haram untuk dilakukan dan keharamannya telah ditetapkan oleh syara’, 
                                                          
5
 Al Bukhari, Shahih Al-Bukhari.., hlm 2733. 
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dikarenakan ia mengandung kemafsadatan dan kemudharatan, atau sesuatu 
yang diharamkan oleh syariat karena ensensinya mengandung kemudharatan 
bagi kehidupan manusia. Maka pelaaku mucikari atau germo dalam Hukum 
Pidana Islam dikategorikan dalam jarimah Ta’zir, yaitu hukuman yang 
ditetapkan oleh penguasa untuk kedisiplinan. 
Pengguna jasa maupun Pekerja Seks Komersial (PSK) dalam hokum 
pidana Islam termasuk jarimah hudud yaitu jarimah zina. Jarimah hudud 
adalah jarimah yang sudah ada ketentuan sanksinya dalam Al Qur’an 
maupun Hadis. Hukum pidana Islam membagi perbuatan jarimah zina ada 
dua yaitu zina muhshan dan zina ghairumuhshan. Sanksi bagi pelaku zina 
muhshan adalah hukuman rajam, yaitu sipelaku dilempari batu hingga 
meninggal. Sesuai dengan hadis yang disampaikan oleh Umar bin Al 
Khaththab di atas. 
b. Perbedaan sanksi bagi pelaku Pelacuran Anak menurut hukum pidana Islam 
dan hukum positif 
Perbedaan sanksi pelaku prostitusi online menurut hukum pidana 
Islam dan hukum positif yaitu dalam hal berat maupun ringan sanksi yang 
harus diberikan. Uraiannya ialah: 
1) Mucikari dalam hukum pidana positif dijerat dengan pasal 296 KUHP 
dengan pidana penjara paling lama lima tahun empat bulan, pasal 506 
KUHP dengan pidana kurugan paling lama satu tahun. Dalam hukum 
pidana Islam, mucikari atau germo dikategorikan dalam perbuatan 
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maksiat atau haram sesuai dalam QS an-Nur ayat 33. Maka perbuatan itu 
dalam Islam dikategorikan dalam jarimah ta’zir. 
2) Pengguna jasa atau konsumen yang sudah menikah dalam hukum pidana 
positif dapat dijerat dengan pasal 284 KUHP. Disebutkan dalam KUHP 
tersebut delik perzinaan termasuk dalam delik aduan. Artinya delik 
perzinaan sebagaimana definisi KUHP Pasal 284, pelakunya tidak dapat 
dituntut pidana apabila tidak ada pengaduan dari pihak suami atau istri 
yang dirugikan. Dalam hokum pidana Islam pelaku dan sanksi zina telah 
ditetapkan sesuai dengan status pelaku. Dalam Islam status yang sudah 
menikah atau janda yang melakukan zina disebut zina muhshan serta 
hukumannya yaitu dirajam. Pelakuzina yang belum pernah menikah atau 
zina ghairumuhshan maka hukumannya didera atau dicambuk  dan 
diasingkan selama satu tahun. 
D. Perbandingan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Dalam Sanksi 
Pidana Terhadap Para Pelaku Pelacuran 
1. Hukum Pidana Islam 
a. Mucikari : JarimahTa’zir 
b. Pekerja seksual :  
1. Jarimah rajam sampai mati meliputi; janda atau duda 
2. Jarimah dera dan pengasingan bagi laki-lakiperjaka. 
3. Jarimah dera bagi wanita belum nikah. 
c. Konsumen : 
1. Jarimah rajam sampai mati meliputi; janda atau duda 
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2. Jarimah dera dan pengasingan bagi laki-lakiperjaka. 
3. Jarimah dera bagi wanita belum nikah 
d. Anak Sebagai Pelacur : Jarimah dera bagi wanita belum nikah. 
2. Hukum Positif  
a. Mucikari  : 
1. KUHP Pasal 296 : Pidana kurungan tidak lebih dari 1 tahun. 
2. UUTPPO No. 21 Tahun 2007 : hukuman penjara selama 3-15 tahun 
dan denda maksimum sebesar Rp. 120.000.000 sampai 600.000.000 
3. Pasal 76 huruf E UU Perlindungan anak : penjara maksimum 10 tahun 
atau denda maksimal Rp.200.000.000 
b. Pekerja seksual : Tidak Di Atur 
c. Konsumen :  
1. KUHP Pasal 296 : Pidana kurungan tidak lebih dari 1 tahun. 
2. UUTPPO No. 21 Tahun 2007 : hukuman penjara selama 3-15 tahun 
dan denda maksimum sebesar Rp. 120.000.000 sampai 600.000.000 
d. Anak Sebagai Pelacur :  tidak ada 
Dalam hukum positif Anak tidak dapat di jatuhi hukuman 
karea masih berhak memiliki perlidungan hukum, hanya saja di 
kembalika kepada orag tua, lembaga khusus anak atau lainya. Atas 
dasar Undang-undang Nomer 23 Tahu 2003 Jo Nomor 35 Tahun 
2014 pasal 9 (1a).  
82 
 
“Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan 
pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan 
oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, 
dan/atau pihak lain.” 
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TABEL 4.1 
Perbandingan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif 
Pelaku HK Pidana Islam HK Positif 
   
Mucikari/Germo JarimahTa’zir  KUHP Pasal 
296: Pidana 
kurungan tidak 
lebih dari 1 
tahun. 
 UUTPPO No. 21 
Tahun 2007 : 
hukuman penjara 
selama 3-15 
tahun dan denda 
maksimum 
sebesar Rp. 
120.000.000 
sampai 
600.000.000 
 pasal 76 huruf E 
UU 
Perlindungan 
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anak : penjara 
maksimum 10 
tahun atau denda 
maksimal 
Rp.200.000.000    
 
   
  
 
 
Anak Pekerja Seks Jarimah dera bagi 
wanita belum nikah. 
Tidak ada- 
   
   
Pengguna Jasa   *Jarimah rajam sampai 
mati meliputi; janda 
atau duda 
   *Jarimah dera dan 
pengasingan bagi laki-
lakiperjaka. 
  *Jarimah dera bagi 
 KUHP Pasal 296  
Pidana kurungan 
tidak lebih dari 1 
tahun 
 UU TPPO No. 
21 Tahun 2007 : 
hukuman penjara 
selama 3-15 
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wanita belum nikah. tahun dan denda 
maksimum 
sebesar Rp. 
120.000.000 
sampai 
600.000.000 
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BAB V 
PENUTUP 
A. KESIMPULAN 
Berdasarkan uraian-uraian sebelumnya dapat diambil 
kesimpulan sebagai berikut: 
1. Bagaimana sanksi pidana yang diberikan terhadap para pelaku dalam 
kasus pelacuran anak di bawah umur, menurut hukum Islam dan hukum 
positif ?  
         Pasal 296 dan 506 KUHP terdapat sanksi bagi pelacura anak 
terutama terhadap pelaku mucikari dengan pidana penjara paling lama 
satu tahun empat bulan atau pidana denda serta dalam Pasal 284 
menjelaskan bahwa pelaku prostitusi atau perzinahan antara salah satu 
atau dari keduanya telah menikah maka dikenai sanksi pidana penjara 
paling lama satu tahun empat bulan atau denda. Namun dalam pasal 284 
termasuk delik aduan, yaitu jika salah satu atau dari kedua belah pihak 
melapor kepihak yang berwajib maka sanksi pidana bias diberikan, jika 
sebaliknya maka tidak bias dipidanakan. 
UUPTPPO Pasal 2 angka 1  dan 2 memberikan sanksi pidana 
kepada traffickers yaitu hukuman penjara selama 3-15 tahun dan denda 
maksimum sebesar Rp. 120.000.000 sampai 600.000.000. Dalam 
UUTPPO pasal 12 menyebutkan bahwa setiap orang yang 
menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan 
orang dengan cara melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul 
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lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, 
mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk 
meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil 
tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana penjara 5 
(lima) tahun sampai dengan seumur hidup dan denda sebesar Rp. 
200.000.000 sampai dengan Rp 5.000.000.000. 
 Pelacura Anak menurut hukum pidana Islam belum ada 
dalamAlquran dan Hadist, namun untuk tidakan preventifnya terdapat 
dalam Al Quran QS Al-Isra’ ayat 32 . Tindak pidana perzinahan sendiri 
sudah ada dalam Al Quran dan Hadist sesuai dengan status pelaku, 
yaitu zina muhshan atau zina keduanya sudah menikah atau pernah 
menikah maka hukumannya sesuai dengan hadist yang diriwayatkan 
oleh Umar bin Khaththab yaitu dirajam atau dilempari batu sampai mati 
dihadapan kalayak ramai. Zina ghairumuhshan yaitu zina yang 
keduanya belum pernah menikah, maka hukumannya sesuai dengan QS 
An Nur ayat 2 dan hadis nabi yaitu didera seratus kali dan diasingkan 
selama satu tahun. Dalam hukum Islam semua pelaku dapat dikenai 
pidana. Pelaku mucikari dapat dikenai jarimah ta’zir, dan pelaku PSK 
maupun Pengguna jasa dapat dikaenai jarimah zina. 
2. Bagaimanakah perbandingan hukum antara Hukum Islam dan Hukum 
Positif mengenai sanksi pidana bagi Mucikari dan Pengguna Jasa 
Pelacuran Anak? 
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       Persamaan dan perbedaan dalam pemberian sanksi terhadap 
pelaku prostitusi menurut hukum pidana Islam dan hukum positif dari 
segi sanksinya yaitu sama-sama memberikan sanksi pidana terhadap 
pelaku pelacura anak. Perbedaanya adalah hukum pidana Islam 
menjerat semua pelaku pelacura kecuali anak sebagai pelaku dalam 
hukum pidana positif masih ada kekosongan hukum dalam memberikan 
sanksi terhadap pelaku zina sesuai dengan pasal 296 KUHP yaitu salah 
satu atau dari keduanya telah menikah makadikenai sanksi pidana, dan 
sebaliknya jika belum maka tidak bias dikenai sanksi pidana. Sifat 
dalam Pasal 296 KUHP tersebut yaitu termasuk delik aduan yaitu jika 
salah satu atau dari kedua belah pihak melapor kepihak yang berwajib 
maka sanksi pidana bias diberikan, jika sebaliknya maka tidak bisa 
dipidanakan 
B. Saran 
             Untuk mencapai tujuan daripada pemidananaan dalam kasus 
tindak pidana Para Pelaku Pelacuran Anak maka dari hasil penelitian 
penulis memberi masukan kepada aparat penegak hukum di Indonesia 
untuk kasus masalah perzinaan secara menyeluruh sanksi hanya di berikan 
kepada yang sudah berumah tangga. Semoga dengan skripsi ini aparat 
penegak hukum bias lebih baik lagi dalam memberikan sanksi tidak hanya 
kepada mucikari melainkan juga konsumennya. 
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